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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
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1.
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Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021
Nomor 103);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan
tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk
mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian
dan menyinergikan program pembangunan Daerah
dengan  pembangunan  nasional, provinsi serta
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah

dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.



(2)

(1)

RKPD Tahun 2025 bertujuan sebagai :

a.

pedoman bagi setiap perangkat Daerah dalam
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025; dan

secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan
umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 3

RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

a.
b.

C.

g.

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2025;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN
2025;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH; dan

BAB VII PENUTUP.

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Juli 2024

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 5 Juli 2024
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya juga
diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2025. Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
serta prakiraan maju yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain hal
tersebut, RKPD juga difokuskan pada pencapaian target Visi-Misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Sebagai gambaran awal, capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,68 persen,
PDRB Perkapita (ADHB) sebesar 56,57 juta rupiah, Tingkat Kemiskinan 12,27 persen,
Tingkat Pengangguran Terbuka 2,81 persen, Gini Rasio 0,345 dan Indeks
Pembangunan Manusia sebesar 71,13. Selain capaian indikator makro tersebut, dalam
penyusunan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan pencapaian target Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), serta
implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan
Penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan pelaksanaan
perencanaan tahun KEEMPAT dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-
2026 yang difokuskan pada Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan keagamaan,
serta pelestarian lingkungan sebagai penopang tiga pilar pembangunan. Tiga pilar

pembangunan dimaksud adalah pembangunan pusat distribusi logistik, pembangunan
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kawasan ekonomi khusus pariwisata dan pembangunan kawasan industri perikanan
terpadu serta program unggulan yaitu gerakan membangun desa mandiri.

RKPD tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 pasal 16, yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan
yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Tahapan
panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari pendekatan
perencanaan yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipati, politis dan top-down bottom-up serta berorientasi pada

substansi dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2025 berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten
Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
172);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Nageri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1.3.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan
RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264).
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ....);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3).
Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berpedoman dan

mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025, arah

kebijakan pembangunan daerah Provinsi yang termuat dalam RKPD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2025, serta arah kebijakan, prioritas dan program pembangunan daerah

tahun 2025 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-

2026. Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan RKPD Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2025, digambarkan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025

Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
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Pembangunan Daerah
(Provinsi)
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Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Kabupaten/ Kota)

RTRW RENSTRA PD RENJA PD
KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, diolah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam empat
periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD juga menjadi dasar penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode S (lima) tahun. Renstra SKPD kemudian dijabarkan
ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja
SKPD menjadi masukan untuk penyusunan dan penetapan RKPD. Selanjutnya, RKPD
yang telah difasilitasi menjadi pedoman bagi penyempurnaan Renja SKPD. RKPD yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
serta menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Hubungan antara dokumen

perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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Gambar 1. 2 Hubungan Antara Dokumen Perencaaan dan Penganggaran
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Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk
mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai
penyusunan dan penetapan APBD. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
antara lain:

a. Merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan
tahunan daerah.

b. Menjadi acuan operasional tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

c. Menjadi acuan untuk menentukan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

d. Sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
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3. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun
Anggaran 2025; dan

4. Untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi
alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 terdiri
atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD

agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD
Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk
penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD

tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun

berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
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Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar

analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan

dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah,
potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah
dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut
dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan
sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah
dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut
dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang
urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah
dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut
dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas
wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi

RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPIMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh
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2.3.

masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD

menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut

kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target
kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap

RPJMD.

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJIMD.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan

pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan

lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan
dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta
prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. ldentifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat
tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.
Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan
masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.  Permasalahan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan
yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat

Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen
RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk
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perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan
yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas
pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan
daerah (RPJMD) tahun rencana.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan yang berkenaan dengan

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2025.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Wilayah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik berupa gugus
kepulauan terletak antara 5°40’ - 7°35’ LS dan 120°15’ - 122°30’ BT dengan luas
wilayah sebesar 10.503,69 km?2, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03
km?2, dan luas wilayah laut 9.146,66 km?2, dengan panjang garis pantai 670 km.
Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11
(sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan.
Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan
Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota
Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea,
Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena
dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan
Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng,
Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan
ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging,
Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota
Batangmata. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Adapun
batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No Kecamatan Luas (km?2)
1 Pasimarannu 195,33
2 Pasilambena 114,88
3 Pasimasunggu 131,8
4 Taka Bonerate 49,3
S Pasimasunggu Timur 67,14
§) Bontosikuyu 248,22
7 Bontoharu 128,12
8 Benteng 24,63
9 Bontomanai 136,42

10 Bontomatene 193,05
11 Buki 68,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 130 Pulau dengan pulau
berpenghuni sebanyak 34 buah, terletak di tengah bentangan barat-timur Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan
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Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan
bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama
ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan
internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat
potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan
kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih
jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di
sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor
perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di
kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.
Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat
pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

5]

PETA ADMINISTRAS!

-.A

|

Sumber: Draft Perda Nomor ...... tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 — 2042

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi
2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi
Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi terdiri dari tiga satuan morfologi, yaitu: Satuan morfologi
daratan alluvial pantai, Satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.
Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat. Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir,
pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan
gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-
657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung
Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi,
lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan

tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah
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kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan
Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.
2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat
dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau
kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi
Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan.
Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores,
kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api
Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah
dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya
dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api.
Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah
penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang
menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir
yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan
batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen.

Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun
oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat
berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku
yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini
adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian
utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau
ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar
geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat
lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus

perlapisannya relatif utara-selatan.

2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan
kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-
sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai
tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya.
Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan
(straight) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang
ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di
Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka
pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae)
merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan
(aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik).

Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan
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endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang
ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah
sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada
endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya
berkisar antara 5-6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah
bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping
Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang
akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada
sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk
memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di
beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan
sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1-4
liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya
pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan
perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah
terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai
bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan
debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS
(Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan
catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh
karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi
untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan

Utara.

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Berdasarkan pencatatan
pada beberapa stasiun di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, secara rata-
rata jumlah hari hujan di daerah ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar 9,6 hari per bulan dan rata-rata curah hujan sebesar 106,6 mm?2
dibanding dengan kondisi pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022, rata-
rata hari hujan sebesar 11,08 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar 120,78
mm?2. Berikut disajikan jumlah hari hujan dan curah hujan berdasarkan data BPS
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2023

Curah
Hujan
(mmz2)
88,0
211,8

2019 2020 2021 2022 2023
Bulan II:zr; Curah  Hari Curah Hari Curah Hari Curah Hari
nJ Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan
(hari) (mm?2) (hari) (mm?) (hari) (mm2) (hari) (mm?2) (hari)
Januari 8 110 13 415 30 839,9 14 146,9 9
Februari 9 164 12 364 20 397 15 257,1 17
Maret 10 187 7 121 23 626,3 14 162,8 12

141,3
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April 17 284 7 214 11 294 11 102,6 17 167,5
Mei 14 141 7 268 11 78,1 13 1244 10 176,0
Juni 4 37 4 106 14 87 20 199,8 9 97,8
Juli 2 1 - - 9 77,3 12 116,4 14 127,6
Agustus - - 2 4 8 104,2 4 23,4 3 5,5
September - 5 137 11 82,5 4 10,5 2 4,8
Oktober 1 0 8 111 17 245,4 7 60,5 0 0
November 4 46 5 82 26 542 7 44 4 9 74,8
Desember 10 89 16 439 28 860,3 12 200,8 14 184,0

Rata-rata 6,58 88,25 6,75 188,42 17,3 352,8 11,08 120,78 9,6 106,6

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 di atas, hujan turun tersebar dengan bulan-bulan
relatif basah (2100 mm?2) antara Bulan Februari-Juli dan Desember dengan curah
hujan rata-rata 168,06 mm?2 sedangkan bulan relatif lembab (60-100 mm?) terjadi
pada Bulan Januari, Juni dan November dengan curah hujan rata-rata 86,89 mm?
sementara bulan relatif kering (<60 mm?2) antara Bulan Agustus-Oktober dengan

curah hujan rata-rata 3,44 mm?2.

2.1.1.3. Kondisi Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Kebupaten Kepulauan
Selayar adalah 10.503,69 km?2. Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan
sebagai luas Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi. Dari total luasan tersebut
terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan
Sekunder, Kebun dan lain sebagainya. Kondisi eksisting dan rencana penggunaan
lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Kondisi Eksisting /

No Rencana Penggunaan Lahan ] (1)
1 2 3 4
1  Hutan Lindung Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur , 9.999,38
Pasimarannu
2  Kawasan Resapan Air Kepulauan Selayar umumnya, dan di bagian 1.078,53
Timur ke selatan Pulau Selayar.
3  Sempadan Pantai Pantai Barat dan Pantai Timur P. Selayar 5.079,15

dan pulau-pulau lainnya

4  Sempadan Sungai Bontosikuyu, Bontoharu+Benteng, 92,52
Bontomanai, Buki, Bontomatene dan
Pasimasunggu Timur

S5 | Sempadan Mata Air Bontomatene, Buki, Bontomanai, 80
Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu,
Pasimasunggu Timur, dan Pasimarannu

6 Taman Nasional Laut Taka Taman Nasional Laut Takabonerate 474.328,81
Bonerate

7 < Kawasan Rawan Bencana Pantai Barat Selayar dan Pulau-Pulau di 7.695
Gelombang Pasang Kecamatan Takabonerate, Pasimarannu

dan Pasilambena
8 Kawasan Lindung Geologi
a. Kawasan rawan bencana Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai 31.795

alam geologi Barat Pulau Selayar;
b. Kawasan yang kawasan sempadan sungai / kawasan 64.400
memberikan hydrologi
perlindungan terhadap
air tanah.
9  Hutan Produksi Kecamatan Pasimarannu dan Bontosikuyu 10.785,64
10 Kawasan Pertanian
a. Pertanian Pangan Kec. Pasimasunggu dan Pasimasunggu 1.845,11

Timur
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No

11
12
13

14
15

16

17

18

Kondisi Eksisting /
Rencana Penggunaan Lahan
b. Lahan Kering

c. Perkebunan

d. Agrowisata
e. Peternakan

f. Perikanan Budidaya

Pertambangan

Industri Perikanan Terpadu
Kawasan Peruntukan
Pariwisata

Kawasan Industri
Permukiman Perkotaan

Permukiman Perdesaan

Pelabuhan
Penyeberangan

Laut dan

Bandara

Lokasi
Bontomatene, Buki, Bontomanai,
Bontosikuyu dan Bontoharu
Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai,

Bontomatene dan Buki

Kecamatan Bontomatene

Ternak besar (Kecamatan Pasimasunggu,
Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, dan
Bontomanai) dan Ternak Kecil (Kecamatan
Bontoharu dan Bontomanai)
Bontoharu, Bontosikuyu,
Pasimasunggu Timur
Bontosikuyu dan Bontoharu
Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu
Kecamatan Bontoharu, Buki, Bontomatene,

Pasimasunggu,

Bontosikuyu
Kecamatan Bontomatene dan Bontoharu
Benteng, Pamatata, Kayuadi, Bonerate,

Batangmata, Baruiya (Buki), Polebungin,
Matalalang, Pariangan, Benteng Jampea,
Latokdok

Kecamatan Bontomatene, Buki,
Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu,
Pasimasunggu, Pasimasunggu  Timur,
Takabonerate, Pasilambena

Pamatata, Benteng dan Jampea,
Pattumbukang, Latokdok, Kayuadi,
Bonerate.

Bandara H. Aroepala di Padang dan

Rencana pengembangan Bandara Perintis di
Takabonerate

Sumber Data: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Luas (Ha)
8.970,76

68.994

581,3
10.513,40

836,73
7,6
+ 51
2.056,48

2.914,43
3.153,13

2.020,92

250

195,1042

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang secara geografis terletak di ujung selatan

jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan

pulau-pulau (130 Pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap

bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan

banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan pantai timur

serta 34 Pulau berpenghuni pada 5 (Lima) Kecamatan yang berada di Kepulauan,

rawan terhadap bencana alam laut. Dibawah ini disajikan data kejadian dan

penanganan bencana (Tabel 2.4) serta peta rawan bencana di Kabupaten Kepulauan

Selayar (Gambar 2.4).

Tabel 2. 4 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
e Tahun
Kejadian Bencana Satuan 2019 2020 2021 2022

Angin Lokasi Kec. 6 6 9
Kencang Korban KK 81 10 71 84

Terdampak

Kejadian Kali 26 10 71 119

Kerugian Juta Rp. 62 69 111,143
Banjir/ Lokasi Kec. 2 - 8
Banjir Rob Korban KK 123 - 25

Terdampak

Kejadian Kali 1 - 1 11

Kerugian Juta Rp. 289 -

2023
11
62

117

1

15
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Tanah Lokasi Kec. S -

Longsor Korban KK 2 =
Terdampak
Kejadian Kali 6 -
Kerugian Juta Rp.

Kebakaran Lokasi Kec. 4 6 4 6
Korban KK 17 S 46 12
Terdampak
Kejadian Kali 6 S 6 17
Kerugian Juta Rp. 72 106 23,144

Gempa Bumi Lokasi Kec. - - 2 1 -
Korban KK - - 1.176 -
Terdampak
Kejadian Kali - - 1 1 -
Kerugian Juta Rp. - - 8.691,3

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Gambar 2. 2 Peta Rawan Bencana Kab. Kepulauan Selayar

&

FERATURAN DAERAN KADUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NONOR _. TAHUN 2022

PEMERNTAN
MABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWES! SELATAN

TENTANS
RENCANA TATA RUANG WILAYAN
MABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 20223041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
IANAZAN RAVAN DENCANA

! o = Acs
1
f
0 »
L
T :

Sumber: Draft Perda Nomor ...... tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 — 2042

2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang
terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi tersebut diperparah dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang masih terbatas,
sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pemeratan pembangunan. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan
Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, KKS terletak di tengah bentangan barat-timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),
yakni ALKI Il dan Ill. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut
dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi
tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan
kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-
pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau

Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.
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Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki
peranan penting dalam mentransformasikan KKS, dari salah satu daerah tertinggal di KTI menjadi daerah yang maju dan mandiri.
Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan utara Pulau Selayar sebagai Industri Perminyakan dan Pusat
Distribusi Logistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022-2042, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada
dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

a. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar;
dan;

b. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang meliputi
Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba,
dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar telah menetapkan 3 agenda prioritas, yaitu:

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi
Gusung Kecamatan Bontoharu dan Pulau Batu Karapu dan sekitarnya di
Kecamatan Bontosikuyu;

b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Kawasan Timur Indonesia yang
direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar;
dan

c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di
Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan implementasi
percepatan pembangunan dan peningkatan investasi KKS. Keberhasilan
pembangunan KKS selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional
terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur
Indonesia secara umum. Pengembangan kawasan ini sebagai implikasi kebijakan
Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No
5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No 19/2008) untuk
percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam
mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan
jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan
pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar
Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti "Batam”-nya KTI agar masalah riil
saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan
inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistik yang tidak efektif dan efisien
di KTI dapat segera teratasi.

Dalam upaya pemerataan pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan
Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi
nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar

percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud
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dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat
di kawasan utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak,
maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan bandar niaga KTI seperti yang diarahkan
dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah
Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut
maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan
(areal) industri perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar

dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

2.1.1.5.1.Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan
beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rencanan
pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan
rencana sistem prasarana lainnya. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, telah
ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata.
berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh
wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai
upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam
satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di
pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu,
diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi.
Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan
fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru (Gambar 2.3).

Gambar 2. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten kepulauan Selayar
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Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar
dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan
atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin,
Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini
adalah ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan
Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan di Kabupaten
Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa
beberapa kegiatan antardesa. PPL yang dimaksud adalah Padang, Barugaiya,
Appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna,
Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu di Kecamantan Takabonerate dan Pasilambena.

Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan PPK.
2.1.1.5.2. Kawasan Strategis Kabupaten

Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitaf terhadap aspek
sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang
dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan
sektoral yang diandalkan di wilayan ini, antara lain:

a. pengembangan potensi kelautan/maritim,
b. pengembangan potensi perikanan,
c. pengembangan potensi agroindustri (tanaman pangan dan perkebunan),

d. pengembangan industri hilir,

¢

. pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas, maka kawasan
strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kawasan
strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari
sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 (Gambar 2.4), yaitu :

a. kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di Kecamatan
Bontomatene (KSK),

b. kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian pangan di Jampea
(KSK),

c. Kawasan Kawasan Budidaya lkan Karang di Kecamatan Bontoharu dan
Kecamatan Takabonerate (KSK),

d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Bontoharu (KSK),

e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan Perkotaan

Bonerate di Kecamatan Pasimarannu (KSK).

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
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2.1.1.5.3. Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas perikanan
darat dan perikanan laut. Kawasan perikanan laut meliputi zona penangkapan di
perairan Kepulauan Selayar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi. Mengingat besarnya potensi perikanan laut di wilayah ini
maka kegiatan penangkapan ikan di perairan Kepulauan Selayar perlu didukung
oleh fasilitas PPN dan PPI. PPN dikembangkan di Benteng dan PPI di Labuan Biropa
dan Latokdok.

Dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang
berlokasi di Benteng diharapkan dapat menampung semua kegiatan perikanan
dengan cakupan pelayanan yang lebih baik dan meluas. Melihat potensi perikanan
berdasarkan cakupan wilayah dan sentra-sentra produksi perikanan, maka
penting dilakukan pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpul pada sentra-
sentra produksi perikanan tersebut, antara lain: pelabuhan perikanan rakyat
Labuang Beropa di Kecamatan Pasimasunggu dan di Latokdok yang berfungsi
membantu Pelabuhan Perikanan Nusantara Benteng. Kawasan penangkapan ikan
di Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di perairan laut P. Jampea, P.
Bonerate, P. Lambego (Kalao) dan P. Kalaotoa.

Kegiatan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas kegiatan
budidaya laut dan kegiatan budidaya air payau (Tambak). Lokasi pengembangan
yang potensial untuk budidaya air payau berada di bagian pantai Pulau Selayar,
Pulau Jampea, Pulau Kalao, Pulau Bonerate dan Pulau Kalaotoa. Jenis komoditas
unggulan perikanan budidaya yaitu ikan kerapu, udang, bandeng, dan rumput
laut. Lokasi potensial pengembangan budidaya ikan kerapu berada di seluruh

perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
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Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar
tersebar di Kecamatan Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimarannu,
Pasimasunggu dan Pasumasunggu Timur. Budidaya rumput laut dikembangkan di
Kecamatan Bontomatene, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur. Budidaya bandeng
dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimasunggu dan
Pasimasunggu Timur. Budidaya udang dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu,
Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur. Area penggaraman berupa penyediaan
sumber air untuk penggaraman di Bontoharu.
2.1.1.5.4. Kawasan Peruntukan Pertanian
a. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan pertanian pangan terdiri atas sawah lahan basah dan lahan
kering serta palawija dan hortikultura. Fungsi kawasan peruntukan pertanian
yaitu menghasilkan bahan pangan, daerah resapan air hujan, dan sumber mata
pencaharian penduduk bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan Pulau Selayar dan Jampea
dijadikan kawasan pengembangan padi sawah hingga mencapai luas kurang lebih
4.057,18 Ha. Sedangkan, Pulau Bonerate dan P. Kayuadi serta Pulau Lambego
dijadikan kawasan pengembangan palawija dan hortikultura sayuran.
Memperhatikan luas daerah/wilayah yang dapat dikembangkan untuk tanaman
pangan padi sangat terbatas, untuk itu pengembangan tanaman pangan padi
difokuskan pada areal yang sudah ada seperti yang terdapat di Pulau Jampea.

Tanaman palawija yang paling penting untuk dibudidayakan adalah
jagung. Lokasi budidaya jagung diarahkan pada beberapa kecamatan di P.
Selayar, yaitu : Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu dan Bontoharu
dengan total luas sekitar 4.429,63 ha.

b. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Selayar
adalah perkebunan kelapa, dan umumnya termasuk perkebunan rakyat yang
sudah sejak lama dikembangkan bahkan pertanaman kelapa di Kabupaten
Selayar sudah menyatu dengan budaya penduduk Kabupaten Selayar pada
umumnya. Untuk itu, tidak mengherankan luasan penyebaran perkebunan
kelapa yang terluas di Kabupaten Selayar dibandingkan dengan jenis tanaman
perkebunan lainnya. Karena pertanaman kelapa sudah membudaya, membuat
tanaman ini tetap eksis dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri
atas:

a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan

Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Buki, Kec. Pasilambena dan Bontomatene;
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b. kawasan peruntukan perkebunan jambe mete, terdapat di Kecamatan
Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontomanai
dan Bontomatene;

c. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan
Bontosikuyu dan Bontomanai;

d. kawasan peruntukan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Bontosikuyu
dan Bontomanai;

e. kawasan peruntukan perkebunan pala, terdapat di Kecamatan Bontomanai;

f. kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Bontomanai,
Bontosikuyu dan Bontomatene; dan

g. kawasan peruntukan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Bontomanai
dan Bontosikuyu.

h. Kwasan Perkebunan Melinjo terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan
Bontomanai

i. Kawasan Perkebunan Jeruk di Kecamatan Bontomatene.

Adapun rencana peruntukan lahan perkebunan ditetapkan pada hampir
keseluruhan Pulau Selayar, yaitu Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu,
Bontomanai, Bontomatene dan Buki dengan luas 29.744,90 ha. Kawasan
Agrowisata dengan luas 581,3 Ha, terletak disebagian Kecamatan Bontomate’ne,
Kawasan agropolitan di putabangun kecamatan bontoharu. dan Kawasan

pertanian lahan pangan berkelanjutan ditetapkan di Pulau Jampea.

c. Kawasan Peruntukan Peternakan

Jenis usaha ternak yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar
digolongkan atas dua yaitu ternak besar/kecil terdiri atas sapi, kuda, kerbau,
kambing, dan domba, sedangkan ternak unggas meliputi ternak ayam buras, ras,
dan itik. Sebaran lokasi, pengembangan dan pengusahaan ternak oleh
masyarakat lebih banyak dikembangkan di wilayah Kecamatan Pasimasunggu,
Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, dan Bontomanai (khusus ternak
kambing). Sedangkan, ternak kecil berupa ayam ras, ayam buras, dan itik lebih

banyak dikembangkan di Kecamatan Bontoharu dan Bontomanai.
2.1.1.5.5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan
dengan pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dsk, Perairan Pulau
Tambolongan, Polassi dan Bahuluang diperuntukan kawasan wisata bahari.
Sedangkan, kawasan wisata luar Taman Nasional Taka Bonerate dikembangkan
untuk wisata budaya yaitu Gong Nekara di Kelurahan Bontobangun, Meriam Kuno
dan jangkar raksasa di Desa Bontosunggu, Mesjid Tua Gantarang di Dusun

Gantarang. Wisata bahari di luar kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yaitu
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Pantai Talloya di Desa Bungaya, Pantai Ngapolohe di Desa Bone Makmur, Pantai
Babaere di Desa Bontomarannu, Pantai Liang Tarrusu dan Pantai Jeneiya di Desa
Bontoburusu, Pantai Baloiya di Desa Patilereng, Pantai Patumbukang dan
Appatanah di Desa Lowa. Selain itu, terdapat wisata pegunungan dan tirta, yaitu
Air Terjun Suttia di Desa Boneamakmur, Air Terjun Balang Kalambu di Kelurahan
Putabangun, dan Bukit Pusera yang terletak di Desa Bonea Makmur.
Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan daya tarik
wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata, maka kawasan
pengembangan pariwisata (KPP) Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi atas empat
kawasan wisata yang masing-masing memiliki potensi dan permasalahan yang
berbeda. Keempat KPP tersebut adalah:
1. KPP 1 meliputi P. Selayar (Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai,
Bontoharu, Benteng dan Bontosikuyu) ;
2. KPP 2 meliputi Kecamatan Takabonerate;
3. KPP 3 meliputi Kecamatan Pasilambena;
4. KPP 4 meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan
Pasimarannu.
Berdasarkan karakteristik obyek dan daya tarik wisata yang dimilikinya; KPP
1 dikembangkan sebagai pusat unggulan wisata alam, budaya masyarakat
kepulauan dan minat khusus; KPP 2 diposisikan sebagai pusat unggulan wisata
bahari; KPP 3 dan KPP 4 diposisikan sebagai kawasan wisata dengan potensi wisata

alam (pantai dan agrowisata), wisata sejarah dan budaya.

2.1.1.5.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki
potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas
berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh
tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan,
serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun
kawasan lindung.

Pada hakikatnya, KPP mencerminkan sebaran potensi bahan tambang di
bawah permukaan tanah yang diproyeksikan ke atas permukaan tanah, sehingga
dapat dipahami peruntukan lahan yang terletak di atasnya, baik berupa kawasan
budi daya maupun kawasan lindung.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat kawasan potensi tambang non-
logam (batu dan pasir) yang tersebar di Kecamatan Bontosikuyu. Saat ini, sebaran
wilayah yang potensial adalah tambang galian C . Endapan pasir, kerikil dan
bongkahan batu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan umumnya

dijumpai di beberapa aliran sungai yang berasal dari daerah yang ditempati oleh
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endapan hasil gunung api dan intrusi beku dan menempati wilayah Selatan
Kabupaten Selayar, yakni di dua kecamatan tersebut di atas, serta tambang
mineral logam dasar seperti seng dan pasir besi yang terkandung di daerah pulau

jampea yang cukup prospek untuk dikembangkan.
2.1.1.5.7. Kawasan Peruntukan Industri

Sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial untuk
dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi
serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya.

Sedangkan, sebaran industri lebih banyak berkonsentrasi di wilayah
Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai. Sebaran industri menurut investasi
jenis industri di Kabupaten Selayar per kecamatan terbanyak di Kecamatan
Takabonerate, Pasimasunggu, Benteng. Namun, ditinjau dari jumlah jenis industri
yang tersebar, jumlah terbanyak di Kecamatan Bontomanai dan Bontosikuyu.
Untuk itu, pengembangan kegiatan industri yang ada diprioritaskan di Kecamatan
Bontomatene, Bontomanai, Benteng dan Bontosikuyu.

Selain mengembangkan industri yang sudah ada, di Kabupaten Kepulauan
Selayar direncanakan juga pengembangan industri peminyakan (kilang minyak) di
Kecamatan Bontomatene bagian utara dan Industri Perikanan Terpadu di
Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu. Sentra industri kecil dan
menengah berupa sentra industri kecil tersebar di seluruh lingkungan permukiman

Kecamatan.

2.1.1.6. Kondisi Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2024 jumlah
penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 142.100 jiwa
yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan
Benteng yaitu sebanyak 24.514 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui
bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa
tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat
pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten
Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 137.071 jiwa, kemudian pada tahun
2021 tumbuh menjadi 137.974 jiwa dan data tahun 2022 menjadi 139.145 jiwa,
serta tahun 2023 sebanyak 142.100 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk
antara tahun 2021-2023 sebesar 2,10 persen. Gambaran lebih rinci dapat dilihat
pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2023

KECAMATAN 2019 2020 2021 2022 2023
Pasimarannu 9.367 10.492 10.603 10.736 10.951
Pasilambena 7.795 8.005 8.096 8.202 8.578
Pasimasunggu 8.585 8.638 8.702 8.782 9.261
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Taka bonerate 13.960 13.484 13.541 13.623 14.774

Pasimasunggu Timur 7.577 7.866 7.885 7.919 8.009
Bontosikuyu 15.356 15.303 15.328 15.381 16.030
Bontoharu 13.683 14.608 14.762 14.945 15.325
Benteng 26.701 24.849 25.096 25.397 24.514
Bontomanai 12.889 13.703 13.790 13.903 14.119
Bontomatene 13.248 13.381 13.398 13.441 13.565
Buki 6.463 6.742 6.773 6.816 6.920

Kepulauan selayar 135.624 137.071 137.974 139.145 142.100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023

adalah 104,71 jiwa/km?2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada
setiap kecamatan. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah daratan sebesar
24,63 km?2 dihuni oleh 25.397 jiwa dan merupakan kecamatan dengan kepadatan
penduduk tertinggi yang mencapai 995,29 jiwa/km?2. Adapun daerah dengan
kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 55,88
jiwa/km?2. Berikut disajikan data rata-rata penduduk per desa, kepadatan dan rata-
rata anggota rumah tangga tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk per KM2 di
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

LUAS BANYAKNYA RATA-I:{%'II;II\\ DATAN
BOChL ?I?l:::; DESA PENDUDUK I;EEILDLJED;JX PENDIIJ{DMUZK PER
Pasimarannu 195,33 8 10.951 1.369 55,88
Pasilambena 114,88 6 8.578 1.430 74,67
Pasimasunggu 131,8 7 9.261 1.323 70,27
Taka bonerate 49,3 9 14.774 1.642 299,68
Pasimasunggu 67,14 6 8.009 1.335 120,63
Bontosikuyu 248,22 12 16.030 1.336 64,58
Bontoharu 128,12 8 15.325 1.916 119,61
Benteng 24,63 3 24.514 8.171 995,29
Bontomanai 136,42 10 14.119 1.412 103,50
Bontomatene 193,05 12 13.565 1.130 70,27
Buki 68,14 7 6.920 989 101,56
2023 1.357,03 88 142.100 1.615 104,71
2022 1.357,03 88 139.145 1.581 103
2021 1.357,03 88 137.974 1.568 102
2020 1.357,03 88 137.071 1.558 101
2019 1 357,03 88 135.624 1.541 100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk
menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari
komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan
bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori
sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui
angka 40 persen atau pada tahun 2023 jumlah penduduk kelompok usia 0-14
tahun sebesar 22,61 persen (32.126 jiwa, terdiri dari 16.718 laki-laki dan 15.408
perempuan) dari total jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk

kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 97.824 jiwa (68,84 persen) dan
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penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 8,55 persen atau 12.150 jiwa
(terdiri dari 5.228 laki-laki dan 6.922 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.6 dan Grafik 2.1.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2023

Laki-Laki Perempuan Total gek.s
asio
1 0-4 4.663 4.187 8.850 111,37
2 5-9 5.572 5.285 10.857 105,43
3 10- 14 6.483 5.936 12.419 109,21
4 15-19 7.248 6.982 14.230 103,81
S 20 - 24 6.857 6.587 13.444 104,10
6 25-29 5.070 4.934 10.004 102,76
7 30-34 4.406 4.654 9.060 94,67
8 35 -39 5.038 5.337 10.375 94,40
9 40 - 44 4.920 5.267 10.187 93,41
10 45 - 49 4.345 4.635 8.980 93,74
11 50 - 54 4.201 4.546 8.747 92,41
12 55 -59 3.159 3.604 6.763 87,65
13 60 - 64 2.717 3.317 6.034 81,91
14 65 - 69 1.943 2.407 4.350 80,72
15 70 - 74 1.456 1.769 3.225 82,31
16 75 + 1.829 2.746 4.575 66,61
JUMLAH 69.907 72.193 142.100 96,83

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Grafik 2. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Data sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan
yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan

pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data Statistik tahun 2023
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menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar
96,83 yang berarti bahwa penduduk laki-laki di kabupaten Kepulauan Selayar
3,17% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar
berada di kecamatan Bontoharu yakni sebesar 99,05 sedangkan yang terkecil
berada di Kecamatan Bontomatene sebesar 92,22. Informasi tentang jumlah
penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex
Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar 2019-2023
Penduduk

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Rasio
1 Pasimarannu 5.366 5.549 10.915 96,70
2 Pasilambena 4.256 4.322 8.578 98,47
3 Pasimasunggu 4.570 4.691 9.261 97,42
4 Takabonerate 7.352 7.422 14.774 99,06
) Pasimasunggu Timur 3.982 4.117 8.099 96,72
6 Bontosikuyu 7.952 8.078 16.030 98,44
7 Bontoharu 7.626 7.699 15.325 99,05
8 Benteng 11.886 12.628 24.514 94,12
9 Bontomanai 7.016 7.103 14.119 98,78
10 Bontomatene 6.508 7.057 13.565 92,22
11 Buki 3.393 3.527 6.920 96,20

2023 69.907 72.193 142.100 96,83
2022 68.296 70.849 139.145 96,40
2021 67.713 70.261 137.974 96,37
2020 67.262 69.809 137.071 96,35
2019 65.424 70.200 135.624 93,20

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.1.7. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk
Pembangunan
2.1.1.7.1. Kemampuan Lahan
Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan
atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya
secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV
dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang
rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing
kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air,
subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Adapun kelas
kemampuan lahan Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan Kelas Kemampuan Lahan (Ha)

I II II1 IV A" VI VII

Pasimarannu - - 2.556,25 9.127,37 2.767,91 - 2.933,59
Pasilambena - - 1.948,97 4.703,97 - 3.257,85 353,12
Pasimasunggu - - 1.989,53 1.874,98 7.174,56 - 1.133,65
Pasimasunggu - - 350,66 2.729,98 1.853,84 - 485,20
Timur

Takabonerate - - 1.095,88 1.051,37 - 424,57 3,21
Bontosikuyu 15,83 2.344,40 3.695,48 5.470,01 9.170,02 - 352,57
Bontoharu 950,54 1.639,94 2.357,57 2.869,57 4.894,55 - 78,30
Bontomanai 19,76 1.899,44 1.782,02 1.964,04 7.055,80 - 19,06
Benteng - 158,91 192,45 126,50 17,83 - -
Bontomatene 9.074,16 920,95 2.920,56 1.071,73 1.056,96 - 684,00
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Buki 1.348,79 817,93 1.163,40 609,65 2.896,68 - -
Total (Ha) 11.409,08 7.781,57 20.052,78 31.599,18 36.888,15 3.682,43 6.042,69

Total (%) 9,71 6,63 17,07 26,90 31,41 3,14 5,14
Sumber Data: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, diketahui bahwa kelas kemampuan
lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar
31,41 persen dari luasan Kabupaten Kepulauan Selayar, diikuti kelas lahan V
sebesar 26,90 persen, kelas lahan IV 17,07 persen, kelas lahan I1 9,71 persen, kelas
lahan III 6,63 persen, kelas lahan VIII 5,14 persen dan yang terakhir kelas lahan
VII 3,14 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten
Kepulauan Selayar hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang,
pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat
dimanfaatkan untuk pertanian intensif.
2.1.1.7.2. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Penggunaan air untuk rumah tangga dapat dihitung dengan menggunakan
asumsi kebutuhan air rumah tangga sebesar 43,20 m3 per tahun (Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009). Hasil analisis yang
menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih
menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Adapun penyediaan air bersih

di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kepulauan

Selayar
Volume Air Tahun (m3/tahun) ..
Kecamatan Ketersediaan Kebutuhan Hatsin
Pasimarannu 14.803.091,00 402.149,00 14.400.924,20
Pasilambena 9.139.644,00 332.726,00 8.806.917,60
Pasimasunggu 11.178.884,00 373.248,00 10.805.636,00
Pasimasunggu Timur 5.563.514,00 331.376,00 5.232.083,00
Takabonerate 3.764.289,00 596.376,00 3.167.913,00
Bontosikuyu 18.305.814,00 659.621,00 17.646.193,20
Bontoharu 12.158.546,00 1.236.298,00 10.922.248,40
Bontomanai 10.314.005,00 655.560,00 9.658.445,00
Benteng 618.163,00 1.240.056,00 -621.893,00
Bontomatene 14.011.209,00 582.120,00 13.429.089,00
Buki 6.641.100,00 324.346,00 6.316.754,40
Total 106.498.259,00 6.733.930,00 99.764.329,40

Sumber Data: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Data penyediaan air di atas menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten
Kepulauan Selayar sebesar 106.498.259,00 m3/tahun, sementara kebutuhan air
sebesar 6.733.930,00 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 99.764.329,40
m3/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum
terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap
kecamatan memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontosikuyu
(17.646.193,20 m3/tahun), dan Pasimarannu (14.400.924,20 m3/tahun), karena
dua kecamatan tersebut memiliki vegetasi yang cukup baik dan masih memiliki

kawasan hutan yang luas. Sementara itu, untuk selisih antara ketersediaan dan
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kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Benteng (-621.893,00 m3/tahun). Hal
ini menjadi suatu informasi bahwa di Kecamatan Benteng perlu dilakukan
pengelolaan air yang tepat mengingat bahwa di daerah tersebut merupakan Ibu
Kota Kabupaten.
2.1.1.7.3.Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Penyajian informasi daya dukung lingkungan hidup (DDLH) untuk jasa
penyedia pangan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu DDLH terlampaui dan
DDLH belum terlampaui. Adapun hasil analisis penyediaan pangan di Kabupaten
Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Kabupaten Kepulauan

Selayar
Kecamatan Volume Pangan (kkal/tahun)
Ketersediaan Kebutuhan Selisih
Pasimarannu 6,942 7,305 -363,00
Pasilambena 4,286 6,044 -1.757,90
Pasimasunggu 5,243 6,78 -1.537,65
Pasimasunggu Timur 2,609 6,021 -3.411,47
Takabonerate 1,765 10,833 -9.068,13
Bontosikuyu 8,585 11,982 -3.397,41
Bontoharu 5,702 22,458 -16.755,94
Bontomanai 4,837 11,909 -7.071,59
Benteng 290 22,526 -22.236,35
Bontomatene 6,571 10,575 -7.071,59
Buki 3,114 5,892 -2.777,41
Total 49,945 122,325 -72.380,49

Sumber Data: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Hasil analisis ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar
berjumlah 49.945 kkal/tahun, sedangkan kebutuhan pangan berjumlah 122.325
kkal/tahun. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan
yang telah melampaui ketersediaan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Selayar (-72.380,49 kkal/tahun). Hal ini dikarenakan Kabupaten
Kepulauan Selayar memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga
kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi pertaniannya paling kecil.
Status pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Status Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar
Status Pangan (Ha)

Kecamatan Belum Melampaui Ambang Telah Melampaui Ambang
Batas Batas
(Ha) (o) (Ha) (%0)
Pasimarannu 16.658,21 95,82 726,91 4,18
Pasilambena 9.057,81 88,25 1.206,10 11,75
Pasimasunggu 10.828,90 88,96 1.343,82 11,04
Pasimasunggu Timur 4.284,49 79,05 1.135,20 20,95
Takabonerate 1.836,25 71,31 738,79 28,69
Bontosikuyu 17.272,32 82,06 3.776,00 17,94
Bontoharu 9.407,14 73,55 3.383,35 26,45
Bontomanai 8.237,75 64,66 4.502,36 35,34
Benteng 38,30 7,73 457,39 92,27
Bontomatene 12.312,92 78,28 3.415,43 21,72
Buki 3.437,61 50,28 3.398,84 49,72
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Total 93.371,68 79,50 24.084,18 20,50
Sumber Data: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status pangan
Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas
93.371,68 Ha atau sekitar 79,50 persen, sedangkan Telah Melampaui Ambang
Batas seluas 24.084,18 Ha atau sekitar 20,50 persen. hal ini berarti ketersediaan
pangan dan kebutuhan penyediaan pangan masih mencukupi dari keseluruhan

jumlah masyarakat yang ada.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun
2019-2023, mengalami kontraksi dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78
persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan menjadi 4,02 persen namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan
menjadi 3,67 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi
3,68 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain dalam
wilayah setara dengan pembagian kelompok wilayah berdasarkan kawasan,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi keempat
dan Kabupaten Sinjai merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,71 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 persen.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar
masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Namun jika dilihat antara tahun 2020-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga lebih rendah dari pertumbuhan
ekonomi Nasional pada tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten
dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun

2019-2023
Pertumbuhan Ekonomi
No Kab./ Kota Satuan

2019 2020 2021 2022 2023

1  Sinjai % 6,12 1,55 5,23 4,87 5,71
2  Bantaeng % 10,75 0,52 8,86 15,45 5,56
3  Bulukumba % 5,49 0,43 4,76 3,81 411
4 Kepulauan Selayar % 7,68 -1,78 4,02 3,67 3,68
5  Jeneponto % 5,47 0,16 5,40 3,81 1,90
Sulawesi Selatan % 6,92 -0,70 4,65 5,09 4,51
Nasional % 5,02 -2,07 3,70 5,31 5,04

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Memperhatikan tabel di atas, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2023 masih jauh dari target yang ditetapkan pada RPJMD
tahun 2021-2026 yakni sebesar 5,27 persen namun sedikit lebih baik dibandingkan
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tahun sebelumnya, yang disebabkan karena beberapa sektor ekonomi mengalami
pertumbuhan positif seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Informasi
dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Selain itu, sektor ekonomi yang tumbuh
negatif pada tahun 2022 yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib mulai pulih kembali di tahun 2023. Meskipun demikian,
pertumbuhan ekonomi masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah
karena beberapa sektor mungkin tidak tumbuh secepat yang diharapkan, seperti
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya tumbuh sedikit dari tahun
sebelumnya. Jika sektor-sektor utama ini tidak tumbuh sesuai harapan, maka
pertumbuhan ekonomi keseluruhan akan terpengaruh.

Dari beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami perlambatan antara
lain: Sektor Pertambangan dan Penggalian dari 7,66 persen pada tahun 2022
menjadi 3,53 persen pada tahun 2023, begitupun dengan sektor Industri Pengelohan
yang mengalami perlambatan dari 7,23 persen di tahun 2022 menjadi 3,78 persen
pada tahun 2023. Namun perlambatan yang paling signifikan terjadi pada sektor
Tranportasi dan Pergudangan yang melambat menjadi 4,84 persen dari 11,67 persen
pada tahun 2022 serta sektor Penyediaan Aomodasi dan Makan Minum melambat
dari 13,53 persen pada tahun 2022 menjadi 5,11 di tahun 2023. Sedangkan dari sisi
pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto laju pertumbuhannya
melambat dari 4,66 persen pada tahun 2022 menjadi 3,43 persen pada tahun 2023,
sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh sebesar 0,01 poin
dari 5,09 persen pada tahun 2022 menjadi 5,10 persen pada tahun 2023. Berikut
ini disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha
dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Pertumbuhan PDRB

Kategori Lapangan Usaha/Industri Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 7,64 -7,12 3,27 2,62 3,26
B Pertambangan dan Penggalian % 427 1,44 6,91 7,66 3,53
(@] Industri Pengolahan % 19,09 -0,20 5,11 7,23 3,78
D Pengadaan Listrik dan Gas % 4,18 7,45 4,17 0,87 7,88
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, % 9,39 13,46 0,12 4,11 0,20
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi % 3,84 2,01 4,12 4,56 3,45
G Perdagangan Besar dan Eceran,; % 8,94 -0,42 5,28 7,86 4,90
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan % 14,31 -19,00 9,98 11,67 4,84
I Penyediaan Akomodasi dan Makan % 17,90 -11,85 4,14 13,53 5,11
Minum
J Informasi dan Komunikasi % 13,48 11,33 1,42 1,63 6,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi % 6,12 4,23 0,66 0,43 2,86
IL Real Estat % 3,84 10,32 1,25 0,73 4,88
M,N Jasa Perusahaan % 9,10 -10,56 0,32 2,11 2,62
(@] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan % 6,29 3,65 4,15 -2,22 2,11
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan % 7,81 7,22 4,74 5,19 4,03
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Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 10,51 12,01 9,41 8,50 5,34
R,S,T,U Jasa lainnya % 21,80 -4,95 5,77 3,12 5,21
Produk Domestik Regional Bruto % 7,68 -1,78 4,02 3,67 3,68

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Dengan memperhatikan data di atas, Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar hanya sebesar 0,01 poin atau tumbuh
dari 3,67 persen pada tahun 2022 menjadi 3,68 persen tahun 2023. Hal tersebut
disebabkan karena pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten tidak terlalu signifikan yaitu hanya
0,64 poin (2,62 persen pada tahun 2022 menjadi 3,26 persen pada tahun 2023),
sementara sektor lain yang juga merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami perlambatan. Secara
berurut sektor tersebut adalah sektor Konstruksi mengalami perlambatan dari 4,56
persen menjadi 3,45 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran melambat dari
7,86 persen menjadi 4,90 persen, sektor Jasa Pendidikan melambat dari 5,19 persen
menjadi 4,03 persen, serta sektor Industri Pengolahan melambat dari 7,23 persen
menjadi 3,78 persen.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3.903,80 Milliar Rupiah, nilai tersebut
mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4.047,38 Milliar Rupiah.
Nilai PDRB (ADHK) tahun 2023 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah pada
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.643,05 Milliar Rupiah,
kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 744,81 Milliar Rupah dan sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 384,71
Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut disebabkan antara lain
karena mata pencaharian masyarakat selayar didominasi oleh pertanian dan
perikanan, banyaknya kegiatan konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan semakin
banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha dapat
dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha/Industri
2019 2020 2021 2022 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan 1.616,6 1.501,5 1.550,58 1.591,13 1.643,05
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 29,1 29,6 31,60 34,02 35,22
C Industri Pengolahan 118,7 118,4 124,49 133,48 138,53
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,1 5,5 5,71 5,76 6,21
E Pengadaan Air, Pengelolaan 4,8 5,5 5,51 5,74 5,75
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 648,3 661,3 688,54 719,95 744,81
G Perdagangan Besar dan Eceran; 324,3 323,0 340,01 366,73 384,71
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 95,1 77,1 87,74 94,63 99,21
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I Penyediaan Akomodasi dan Makan 10,1 8,9 9,24 10,49 11,03

Minum
J Informasi dan Komunikasi 125,3 139,5 141,47 143,78 153,05
K Jasa Keuangan dan Asuransi 429 447 44 97 45,17 46,46
IL Real Estat 58,4 64,5 65,27 65,74 68,95
M,N Jasa Perusahaan 0,6 0,6 0,57 0,58 0,60
O Administrasi Pemerintahan, 295,6 306,4 319,14 312,04 318,64
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 218,1 233,9 244,96 257,68 268,07
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 71,6 80,2 87,76 95,22 100,31
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 20,9 19,8 20,99 21,64 22,77
Produk Domestik Regional Bruto 3.685,7 3.620,2 3.765,56 3.903,80 4.047,38

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022

sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 7.986,24
Milliar Rupiah pada tahun 2023. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi
Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan
perikanan. Pada tahun 2023 sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar
terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan
Selayar yaitu sebesar 3.504,83 Milliar Rupiah atau 43,89 persen, selanjutnya adalah
sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,69 persen (1.732,60 Milliar Rupiah)
dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
sebesar 537,26 Milliar Rupiah (6,73 persen). Sementara sektor Jasa Perusahaan
sebagai penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,22 Milliar Rupiah (0,02 persen).
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat
dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha/Industri
2019 2020 2021 2022 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.879,6 2.712,9 2.913,58 3.268,73 3.504,83
B Pertambangan dan Penggalian 56,7 59,7 64,26 71,11 75,72
C Industri Pengolahan 177,5 179,4 191,83 207,73 224,94
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,22 5,5 5,88 5,99 6,43
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6,1 7 7,07 7,45 7,55
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.370,8 1.401,6 1.494,77 1.621,53 1.732,60
G Perdagangan Besar dan Eceran,; 495,8 499,1 532,85 599,82 645,43
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 156,4 127 142,50 169,67 187,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 15,7 14,3 15,07 17,31 18,74
Minum
J Informasi dan Komunikasi 143,4 160,6 165,03 167,74 178,76
K Jasa Keuangan dan Asuransi 81,8 86,6 89,01 95,55 100,94
IL Real Estat 84,0 93,3 94,78 96,44 102,09
M,N Jasa Perusahaan 1,2 1,1 1,08 1,16 1,22
(@] Administrasi Pemerintahan, 475,4 501,1 526,87 518,76 537,26
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 340,7 371,2 397,82 420,18 437,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1194 139,7 157,90 173,45 184,75
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R,S,T,U  Jasa lainnya 34,4 32,7 35,10 37,63 39,81
Produk Domestik Regional Bruto 6.444,2 6.392,7 6.835,40 7.480,47 7.986,24
Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2023 terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 652.574,05
Milyar Rupiah adalah sebesar 1,22 persen, dan kontribusi terhadap PDRB Atas
Dasar Harga Konstan yang mencapai 377.162,17 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,07
persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan. Walaupun
demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perekembangan
ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 17 Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Periode PDRB Kontribusi
Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan (%)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)
2019 6.444,22 504.321,74 1,28
2020 6.392,74 504.478,54 1,27
2021 6.835,40 545.230,03 1,25
2022 7.480,47 605.144,68 1,23
2023 7.986,24 652.574,05 1,22
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)
2019 3.685,67 330.506,38 1,12
2020 3.620,20 328.192,82 1,10
2021 3.765,56 343.402,51 1,09
2022 3.903,80 360.874,18 1,08
2023 4.047,38 377.162,17 1,07

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap
pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah pendapatan per kapita yang semakin
meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat,
perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan
masa depan perekonomian.
2.1.2.2. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap
nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi
kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Inflasi merupakan salah satu
indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas
terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal
yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya
beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga
dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan
penawaran terhadap barang dan jasa.

Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan

Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada inflasi
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Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan
Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2. 2 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi
y-on-y pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, emas
perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan
sabun cair/cuci piring. Berdasarkan grafik di atas, penurunan inflasi yang
disebabkan oleh menurunnya nilai/ harga barang dan jasa secara umum dalam
jangka waktu tertentu. Tiga kelompok yang sangat berpengaruh terhadap
penurunan inflasi tersebut adalah kelompok transportasi yang menurun dari 12,70
pada tahun 2022 menjadi 0,09 pada tahun 2023, kelompok pakaian dan alas kaki
menurun dari 1,89 pada tahun 2022 menjadi 0,89 pada tahun 2023, serta kelompok
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menurun dari 2,03
menjadi -0,75. Selain itu, salah satu kelompok yang nilainya masih cukup tinggi dan
mengalami peningkatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat adalah
keompok makanan, minuman dan tembakau yang masih berada pada angka 4,59
pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 6,27 pada tahun 2023. Perbandingan
tingkat inflasi antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional, dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019-2023

Tingkat Inflasi

No Kab./ Kota Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Kepulauan Selayar % 2,25 2,30 2,61 4,12 2,78
2 Sulawesi Selatan % 2,35 2,04 2,40 5,77 2,81
3 Nasional % 2,72 1,68 1,87 5,51 2,57

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.3. PDRB Perkapita
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Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu
wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita
merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk
sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk
mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.
Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu
dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-
faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 terus
mangalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, peningkatan tersebut
dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari
6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi
sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah dan meningkat lagi menjadi 7.986,24 Milliar Rupiah
pada tahun 2023. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021
sebesar 49,54 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 53,76 Juta
Rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah.
Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2019-2023 (Tabel 2.19).

Tabel 2. 19 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)

Periode Harga Berlaku Harga Konstan 2010
2019 47,99 27,45
2020 46,73 26,46
2021 49,47 27,29
2022 53,56 28,06
2023 56,57 28,48

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yang positif di tahun
2023 menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang
berkontribusi pada peningkatan PDRB perkapita. Jika dibandingkan dengan
kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, PDRB Perkapita Atas
Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 berada pada
urutan kedua dari lima kabupaten /kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten
Jeneponto dengan PDRB Perkapita sebesar 29,32 Juta Rupiah. PDRB Perkapita
Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar 69,70 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar 74,96 Juta
Rupiah. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.20.
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Tabel 2. 20 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-

2023
PDRB Per Kapita ADHB
No Kab./ Kota Satuan

2019 2020 2021 2022 2023

1 Bantaeng Juta Rp 46,84 45,68 50,79 60,57 62,78
2 Kepulauan Selayar Juta Rp 47,99 46,73 49,47 53,56 56,57
3  Sinjai Juta Rp 45,05 43,74 46,99 51,13 55,29
4  Bulukumba Juta Rp 33,96 33,34 35,97 38,66 41,90
S5 Jeneponto Juta Rp 27,74 25,70 27,28 28,74 29,32
Sulawesi Selatan Juta Rp 56,98 56,51 59,66 65,59 69,70
Nasional Juta Rp 59,32 57,27 62,26 71,03 74,96

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.4. Gini Rasio

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien
gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan
mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata.
Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan
penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya
semakin mendekati O distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati
pemerataan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok
ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih,
sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahun
terakhir, pada tahun 2019 sebesar 0,301 namun mengalami peningkatan negatif
yang cukup besar menjadi 0,357 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 gini rasio
Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi
sebesar 0,354, begitupun dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan
menjadi sebesar 0,350 dan 0,345. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2. 3 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Berdasarkan Grafik 2.3, penurunan angka gini rasio dipengaruhi oleh

menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan
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pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 0,80 persen pada tahun 2021 menjadi 0,70
persen pada tahun 2022 dan menurun lagi menjadi 0,64 pada tahun 2023,
sementara golongan pengeluaran = 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

Angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan keenam
jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan
kawasan, kabupaten dengan gini rasio terendah di wilayah ini adalah Kabupaten
Bantaeng yakni sebesar 0,336. Sedangkan kabupaten dengan gini rasio tertinggi
adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai koefisien gini sebesar 0,379, sedangkan
Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ketiga dengan koefisien gini
sebesar 0,345. Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika
dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, sementara jika
dibandingkan dengan Nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih
lebih baik, dimana pada tahun 2023 gini rasio Nasional sebesar 0,388. Selengkapnya
sebagaimana Tabel 2.21.

Tabel 2. 21 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten
dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-

2023
Gini Rasio
No Kab./ Kota

2019 2020 2021 2022 2023

1 Bantaeng 0,338 0,344 0,332 0,320 0,336
2  Jeneponto 0,331 0,349 0,353 0,338 0,340
3 Kep.Selayar 0,301 0,357 0,354 0,350 0,345
4  Sinjai 0,354 0,372 0,384 0,357 0,345
5  Bulukumba 0,377 0,371 0,362 0,361 0,379
Sulawesi Selatan 0,391 0,389 0,377 0,338 0,377
Nasional 0,380 0,385 0,381 0,381 0,388

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.5. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu lima tahun persentase penduduk
miskin Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari 12,83 persen pada
tahun 2019 sampai dengan 12,27 persen pada tahun 2023, namun jika dilihat data
antara tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari
12,24 persen menjadi 12,27 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2022,
persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 12,24 persen
(16,74 ribu jiwa) lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,83 persen
(17,36 ribu jiwa). Rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan
Selayar sebesar 0,14 persen (117 jiwa). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023
yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yakni sebesar 10,54 persen, capaian
tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Secara detail dapat
dilihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Jika melihat trennya selama periode 2019-2022, angka kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung mengalami penurunan, namun pada
tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan. Penurunan angka kemiskinan tersebut
disebabkan oleh bebearapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi sektor-sektor
unggulan, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program hibah dari
Pemerintah Daerah untuk masyarakat miskin. Sementara peningkatan yang terjadi
pada tahun 2023 disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar
masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang
cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan
permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara
sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan
diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap
perekonomian. Diharapkan untuk tahun 2024 dan seterusnya, angka kemiskinan
dapat diturunkan seperti yang diharapkan.

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023
merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan empat Kabupaten lain
dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, dimana yang terendah adalah
Kabupaten Bulukumba sebesar 7,22 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten
Jeneponto sebesar 13,06 persen (Grafik 2.5).

Grafik 2. 5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan Wilayah Setara tahun 2021 dan 2022
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten
Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka kemiskinan
Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan
sebesar 8,70 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 788,85 ribu jiwa
(terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,63 persen atau 777,44
ribu jiwa) dan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,36 persen dengan total jumlah
penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,9 juta jiwa pada tahun 2023. Tingkat
kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2. 22 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1 Kepulauan Selayar (%) 12,83 12,48 12,45 12,24 12,27
2  Sulawesi Selatan (%) 8,56 8,72 8,78 8,63 8,70
3  Nasional (%) 9,22 10,19 9,71 9,54 9,36

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024
Penurunan angka kemiskinan di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain, perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami
peningkatan dalam kurun waktu S (lima) tahun terakhir. Garis kemiskinan pada
tahun 2022 berada pada kisaran 430.976 rupiah dan meningkat menjadi 453.432
rupiah pada tahun 2023 (Grafik 2.6).

Grafik 2. 6 Perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

. __________________________________________________________________________________________|
RKPD KAB. KEP. SELAYAR TAHUN 2025 41



GARIS KEMISKINAN

500,000

450,000

453,432

400,000 ] 480,976
406,812 6,73

350,000 370,390
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

50,000

0
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1l) dan keparahan
kemiskinan (P2) mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan kembali turun pada
tahun 2020, namun pada tahun 2022-2023 kembali mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2021. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

dalm kurun waktu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.7

Grafik 2. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan,
begitupun jika dibandingkan dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.8
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Grafik 2. 8 Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan
Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-
rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain
sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator
penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima
tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 66,91, pada
tahun 2020 menjadi 67,38, dan berdasarkan hasil long form sensus penduduk
tahun 2020 meningkat lagi menjadi 71,13 pada tahun 2023. Capaian tersebut
termasuk kategori tinggi karena telah melampaui angka IPM 70 yang merupakan
angka terendah untuk ketegori IPM tinggi. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.9.

Grafik 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
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Berdasarkan data tersebut, salah satu yang mempengaruhi capaian IPM Kabupaten
Kepulauan Selayar tersebut adalah karena Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk
Selayar sampai dengan tahun 2023 masih berada pada angka 8,35 tahun, atau
dengan kata lain penduduk Selayar yang berumur 25 tahun keatas hanya mampu
menamatkan Pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten lain dalam Kawasan Setara
berdasarkan kawasan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar berada pada urutan keempat. Kabupaten dengan IPM terendah adalah
Kabupaten Jeneponto dengan nilai sebesar 68,95 dan yang tertinggi adalah
Kabupaten Bulukumba dengan nilai sebesar 73,64. Jika dilihat dari laju
pertumbuhan, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan laju pertumbuhan IPM sebesar
1,22 persen hanya berada dibawah Kabupaten Bantaeng dengan laju pertumbuhan
IPM yang sama yaitu 1,24 persen dan sama dengan Kabupaten Bulukumba.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian
Nasional, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
masih lebih rendah. Dimana pada tahun 2023 capaian IPM Sulawesi Selatan sebesar
74,60 dan capaian Nasional sebesar 74,39. Secara detail dapat dilihat pada Tabel
2.23.

Tabel 2. 23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan,
dan Nasional Tahun 2019-2023

IPM Laju IPM
No Kab./ Kota (%)
2019 2020 2021 2022 2023 2022-2023
1 | Bulukumba 68,28 68,99 72,02 72,75 73,64 1,22
2 Bantaeng 68,30 68,73 69,71 70,41 71,28 1,24
3  Sinjai 67,05 67,60 70,02 70,6 71,20 0,85
4 Kepulauan Selayar 66,91 67,38 69,68 70,27 71,13 1,22
5 | Jeneponto 64,00 64,26 67,54 68,13 68,95 1,20
Sulawesi Selatan 71,66 71,93 73,38 73,96 74,60 0,87
Nasional 71,92 72,81 73,16 73,77 74,39 0,84

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi
Selatan, pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada
urutan ke 22, terjadi sedikit peningkatan menjadi urutan ke 21 pada tahun 2022
dan posisi tersebut masih sama pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan kualitas
sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tertinggal jika
dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi
Selatan, jika dilihat dari capaian keempat indikator pembentuk IPM yakni indikator
rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup, serta

indikator pengeluaran per kapita. Selengkapnya disajikan dalam sub bab berikut.

2.1.2.6.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata jumlah
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tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh
seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai
dengan tingkat pendidikan terakhir. Besar kecilnya angka ini sangat dipengaruhi
oleh kesadaran dan keinginan penduduk untuk menempuh Pendidikan formal.
Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021
adalah 8,08 tahun dan pada tahun 2022 naik menjadi 8,09 tahun. Angka harapan
lama sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dari 12,66 pada tahun
2021 menjadi 12,67 tahun 2022. Grafik angka rata-rata lama sekolah, harapan lama
sekolah dan indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023,

dapat dilihat pada Grafik 2.10.

Grafik 2. 10 Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 24 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2019-2023

RLS
No Kab./ Kota

2019 2020 2021 2022 2023

1 Kepulauan Selayar 7,63 7,88 8,08 8,09 8,35
2  Bulukumba 7,43 7,67 7,82 8,01 8,26
3  Bantaeng 6,48 6,72 6,77 6,81 7,09
4  Jeneponto 6,48 6,59 6,60 6,75 7,00
S | Sinjai 7,48 7,75 7,78 7,79 7,80
Sulawesi Selatan 8,26 8,38 8,46 8,63 8,76
Nasional 8,75 8,90 8,97 9,08 9,13

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024
2.1.2.6.2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup atau Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan
rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau dapat
juga disebut sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah
lahir atau setelah mencapai usia ke-x. Angka usia harapan hidup Kabupaten

Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 68,46 tahun, pada tahun 2021 naik

. __________________________________________________________________________________________|
RKPD KAB. KEP. SELAYAR TAHUN 2025 45



menjadi 68,52 tahun dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,29 poin menjadi
68,81 tahun dan meningkata lagi menjadi 69,04 tahun pada tahun 2023. Angka usia
harapan hidup dan indeks Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-
2023 dapat dilihat pada Grafik 2.11.

Grafik 2. 11 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 25 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun

2019-2023
UHH
No Kab./ Kota

2019 2020 2021 2022 2023

1  Bulukumba 67,69 73,06 73,25 73,67 74,01
2  Jeneponto 66,24 73,11 73,23 73,60 73,81
3 Kepulauan Selayar 68,34 72,71 72,77 73,05 73,27
4  Sinjai 67,17 72,22 72,30 72,60 72,83
S Bantaeng 70,42 72,15 72,20 72,46 72,67
Sulawesi Selatan 70,43 73,02 73,11 73,40 73,63
Nasional 71,34 73,37 73,46 73,70 73,93

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.6.3. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau daya beli kemampuan
masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.
Semakin rendah nilai daya beli suatu masyarakat, berkaitan erat dengan kondisi
perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah
kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Pengeluaran
perkapita penduduk Selayar pada tahun 2023 meningkat sebesar 384 ribu rupiah
jika dibandingkan tahun 2022, dimana meningkat dari 9.446.000 rupiah menjadi
9.830.000 rupiah (Grafik 2.12).
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Grafik 2. 12 Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 26 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun
2019-2023

2022

1  Bantaeng 11.592 11.632 11.829 12.133 12.304
2  Bulukumba 10.480 10.513 10.632 10.941 11.392
3 | Sinjai 9.465 9.439 9.505 9.726 10.180
4 Kepulauan Selayar 9.028 8.970 9.060 9.446 9.830
5 Jeneponto 9.078 9.114 9.215 9.425 9.781

Sulawesi Selatan 11.118 11.079 11.184 11.430 11.841

Nasional 25.110 24.467 24.820 25.496 26.315

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024
2.1.2.7. Angka Melek Huruf

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan
semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang
pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek
huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas
yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,
tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun
ke atas. Persentase angka melek huruf pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020,
menurun sebesar 2,33 persen dari 93,95 persen menjadi 91,62 persen, namun pada
tahun 2022 kembali meningkat sebesar 1,46 poin menjadi 93,08 persen kemudian
turun kembali pada tahun 2023 menjadi 93,06 persen. Grafik 2.13 menunjukkan
persentase angka melek huruf tahun 2019-2023:
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Grafik 2. 13 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
2.1.2.8. Persentase Balita Stunting

Status Stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain asupan
makan, penyakit infeksi, ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan
pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan. Prevalensi balita
Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir terus
mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 54 persen dan dapat
ditekan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,7 persen.
Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka Stunting
meningkat menjadi 32,1 persen pada tahun 2022 dan berdasarkan hasil Survei
Kesehatan Indonesia (SKI), pada tahun 2023 angka stunting Kabupaten Kepulauan
Selayar sebesar 31,3 persen. Namun berdasarkan data dari Capaian Kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, persentase Balita Stunting tahun 2023
sebesar 18,00 persen. Berikut ini disajikan data prevalensi balita stunting
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.14.

Grafik 2. 14 Persentase Balita Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
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Beberapa faktor penyebab tingginya angka Stunting adalah Asupan gizi dan
nutrisi yang kurang mengcukupi, pola asuh yang kurang tepat, kurangnya sarana
air bersih, kurangnya ketersediaan jamban keluarga, keterbatasan akses faskes
yang dibutuhkan ibu hamil, menyusui balita, kurangnya pengetahuan ibu hamil dan

ibu menyusui tentang pola asuh yang benar.

2.1.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja,
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara angkatan kerja dan total
penduduk dengan rentang usia yang sama. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2021 adalah 69,07 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar
069,93 persen dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 71,88 persen. TPAK
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.15.

Grafik 2. 15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Perbandingan TPAK Kabupaten pada wilayah setara berdasarkan kawasan
menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 berada pada
urutan kedua dibawah Kabupaten Luwu Timur dengan TPAK sebesar 71,51 persen,
selanjutnya berturut-turut di bawah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
Kabupaten Toraja Utara, Luwu, Bone, Bulukumba, Takalar dan Kota Palopo. Apabila
dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 66,18
persen dan Nasional 68,63 persen pada tahun 2022, maka TPAK Kabupaten
Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dari keduanya, dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2. 27 Perbandingan TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam
Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

B

1 Bantaeng 72,57 73,14 74,32 75,36 75,58
2 Kepulauan Selayar 65,6 68,18 69,07 69,93 71,88
3  Bulukumba 67,71 68,26 65,46 65,27 70,78
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TPAK (%)

No Kab./ Kota
2019 2020 2021 2022 2023
4 | Sinjai 65,91 69,9 71,91 63,34 67,16
S Jeneponto 67,21 68,87 67,39 75,26 66,44
Sulawesi Selatan 63,80 63,4 64,73 66,18 65,66
Nasional 67,53 67,77 67,80 68,63 69,39

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah
angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap
jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2023 adalah 142.100 jiwa dan sebesar 79.058 jiwa diantaranya merupakan
angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 1,98 persen atau 1.568
jiwa merupakan pengangguran terbuka.

Capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 mengalami
peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1,49 persen.
Melihat data capaian tahun 2023 tersebut, walau mengalami peningkatan dari sisi
jumlah dan persentase, namun masih melampaui target RPJMD sebesar 2,33
persen. Angka ini diharapkan kembali dapat terus diturunkan pada tahun-tahun
berikutnya. Detail capaian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.16.

Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Besarnya penurunan angka TPT pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,32 poin
didorong oleh penurunan dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja
Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 sebanyak 8.000 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi 199
jiwa dengan rincian sebagai berikut: jumlah pengangguran karena Covid-19 tahun
2021 sebanyak 121 jiwa dan pada tahun 2022 sudah tidak ada, jumlah penduduk
yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 658 jiwa dan pada tahun

2022 menurun menjadi 70 jiwa, serta jumlah penduduk bekerja yang mengalami
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pengurangan jam kerja pada tahun 2021 sebanyak 7.221 jiwa dan pada tahun 2022
turun menjadi sebanyak 129 jiwa.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Wilayah Setara berdasarkan
kawasan, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 merupakan yang terendah
ketiga dan yang terendah adalah Kabupaten Enrekang dengan TPT sebesar 0,58
persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar 2,32
persen. Angka 1,49 persen tersebut bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan
TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen dan TPT Nasional sebesar 5,86
persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2. 28 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam
Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

TPT (%

No Kab./ Kota 2019 2020 202( 1 ) 2022 2023
1 Bulukumba 3,06 3,42 3,14 1,26 1,31
2 Sinjai 2,17 2,65 2,61 1,80 1,69
3 Kepulauan Selayar 1,10 2,44 2,81 1,49 1,98
4 Jeneponto 1,99 2,31 2,38 2,21 2,13
) Bantaeng 3,65 4,27 4,07 2,72 3,71

Sulawesi Selatan 4,97 6,31 5,72 4,51 4,33
Nasional 5,28 7,07 6,49 5,86 5,32

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.2.11. Persentase Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar
73.127 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah yang bekerja sebesar
72.036 jiwa atau 98,51 persen. Persentase tersebut menurun pada tahun 2023
menjadi sebesar 98,02 persen dari total Angkatan Kerja sebesar 79.058 jiwa, namun
dari segi jumlah meningkat menjadi sebanyak 77.490 Jiwa. Grafik 2.17
menunjukkan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja Tahun
2019-2023.

Grafik 2. 17 Persentase Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
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2.1.2.12. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakan (IKM) adalah nilai yang merefleksikan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun
2023, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 78,00 (Kategori Baik).
Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.18.

Grafik 2. 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
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Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi penyelenggaraan
urusan wajib pelayanan dasar, penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar,
urusan pilihan, serta penunjang urusan yang pengukurannya dilaksanakan melalui
kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Unhas dengan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan nilai persepsi
dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2. 29 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai . Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
q Nilai Interval 5
Persepsi Konversi Layanan Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Secara rinci hasil pengukuran IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, sebagai berikut (Tabel 2.27)
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Tabel 2. 30 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Unsur Pelayanan

Tahun 2023
No Unsur Pelayanan Kol::‘l:rsi LMutu Kinerja Unit
IKM ayanan Pelayanan
1 2 3 4 5
1 Persyaratan Pelayanan 75,62 C Kurang Baik
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 73,74 C Kurang Baik
3  Waktu Penyelesaian 71,71 C Kurang Baik
4 Biaya/ Tarif 87,42 B Baik
S  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 74,71 C Kurang Baik
6  Kompetensi 74,17 C Kurang Baik
7  Perilaku Pelaksana 75,69 C Kurang Baik
8 Sarana Prasarana 72,00 C Kurang Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran, 70,66 C Kurang Baik
Masukan
Rata-rata Nilai 75,13 C Kurang Baik

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.13. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam kurun
waktu Tahun 2019-2023 kondisi pendapatan daerah dijabarkan sebagai berikut,
terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah dari sebesar Rp. 1.060.706.020.000,00
pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.162.580.092.942,00 pada tahun 2020,
namun pada tahun 2021 turun menjadi sebesar Rp. 1.051.646.483.632,00, dan
pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 1.076.341.645.000,00.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan
Daerah baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar Rp. 65.338.779.000,00 menurun jika
dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 69.153.493.000,00. Detail pendapatan
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat
pada Tabel 2.28.

Tabel 2. 31 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Pendapatan Daerah (Rp.)

No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 Pendapatan Asli 73.170.334.485 66.371.401.904 54.956.201.152 65.338.779.000 95.847.200.000
Daerah
2 Pendapatan 818.960.325.570  807.309.890.429  924.244.895.283  980.430.700.000  870.776.608.000
Transfer
3 Lain-lain 108.319.378.800  111.245.075.000 45.167.287.300 30.572.166.000 17.500.000.000
Pendapatan
Daerah yg Sah
JUMLAH 1.000.450.038.855 984.926.367.333 1.024.368.383.7351.076.341.645.000 984.123.808.000
PENDAPATAN
DAERAH
Persentase PAD 7,31 6,74 5,36 6,07 9,74

terhadap Pendapatan
Sumber Data: BPKPAD Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan Tabel 2.28, dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan

memberikan kontribusi paling besar terhadap Total Pendapatan Daerah yakni
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sebesar 88,48 persen pada tahun 2023. Sedangkan persentase Pendapatan Asli
Daerah terhadap total Pendapatan Daerah meningkat pada 2023 menjadi sebesar
9,74 persen dari 6,07 persen tahun 2022, serta lain-lain pendapatan daerah yang
sah sebesar 1,78 persen atau turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,84 persen.
Berikut ini disajikan grafik persentase kontribusi sumber pendapatan terhadap total
Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 2.19.

Grafik 2. 19 Perbandingan Kontribusi Sumber Pendapatan Terhadap Total Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
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Sumber Data: BPKPD Kab. Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.14. Opini BPK

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kabupaten Kepulauan
Selayar selama 5 tahun terakhir sangat memuaskan yang ditandai dengan Opini
BPK atas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
setiap tahunnya mampu dipertahankan pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) (Tabel 2.29). Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.
Tabel 2. 32 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-

2023
Indikator Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.15. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai
situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan

menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH sangat
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dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang
beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2. 33 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

) Tahun
Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
Pencapaian skor Pola Pangan % 78,9 79,8 74,6 76,9 81,4

Harapan (PPH)

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, 2024
Skor PPH tahun 2023 sebesar 81,4 persen, mengalami peningkatan sebesar 4,50
persen dari tahun 2022 dengan PPH sebesar 76.9 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat peningkatan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan.
2.1.2.16. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Tingginya produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau

daya dukung lahan dalam memproduksi tanaman serta sistem pengolahan yang
diterapkan terhadap lahan tersebut. Produktivitas pertanian merupakan indikator
untuk mengukur produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per
hektar untuk kurun waktu tertentu. Produktivitas padi atau bahan pokok lokal
lainnya Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar 7,98 ton per hektar,
kemudian turun menjadi 6,65 ton per hektar pada tahun 2020 dan meningkat
menjadi 8,24 ton per hektar pada tahun 2021 dan 2022 namun pada tahun 2023
kembali mengalami penurunan menjadi 7,27 ton per hektar. Produktivitas pertanian
selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2. 34 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

o S Tahun
ndikator atuan 5,19 2020 2021 2022 2023
Produktivitas Padi atau Bahan Ton/Ha 7,98 6,65 8,24 8,24 7,27

Pangan Utama Lokal Lainnya

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan lainnya harus didukung oleh
peningkatan penggunaan sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan
alsintan sesuai anjuran, faktor iklim juga sangat mempengaruhi produktivitas
tanaman seperti kemarau yang terjadi pada tahun 2023 dan masih berlanjut sampai
dengan awal tahun 2024. Selain itu, didukung pula oleh kebijakan pembangunan
Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dalam peningkatan produksi
pangan strategis.
2.1.2.17. Jumlah Total Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan cukup
tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar karena merupakan daerah
fish ground. Produksi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Total

produksi perikanan sebesar 28.842 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020
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terjadi penurunan menjadi 19.567 ton, kembali meningkat menjadi 21.407 ton pada
tahun 2021 dan terjadi peningkatan sebesar 345 ton pada tahun 2022 sehingga total
produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 21.752 ton, serta pada
tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 3.680 ton dari tahun sebelumnya. Produksi
perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pertahun dapat dilihat pada Tabel 2.32.
Tabel 2. 35 Total Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

) Tahun
Lgiiates Satuan  ,,.q 2020 2021 2022 2023
Produksi Perikanan Ton 28.842 19.567 21.407 21.752 25.431

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Capaian PDRB sub sektor perikanan telah melebihi target dan cenderung naik
dari tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi PDRB sub sektor perikanan terhadap
PDRB kabupaten tahun 2022 yaitu 27,09% dari target 23,73%, sedangkan pada
tahun 2023 yaitu sebesar 27,09% dari target 24,73%. Jika melihat PDRB atas dasar
harga berlaku, maka capaian PDRB sub sektor perikanan yaitu 2.026.629 juta
rupiah dari PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar
7.480.469 juta rupiah. Capaian tersebut menjadi kontribusi sub sektor terbesar
dalam struktur PDRB Kabupaten Kepuluan Selayar. Peningkatan ini sejalan dengan
meningkatnya volume produksi, harga produksi perikanan dan pertumbuhan
ekonomi sub sektor perikanan yaitu sebesar 5,59% di tahun 2022 dan 5,59% di
tahun 2023.

Faktor penghambat kurang maksimalnya produksi perikanan dalam beberapa
tahun terakhir antara lain: kondisi perairan tidak mendukung aktivitas budidaya
rumput laut, Belum ada peta partisipatif tentang potensi detail rumput laut per
lokasi budidaya, Adanya bencana Alam (banjir) di sentra budidaya tambak, Masih
lemahnya penanganan hama dan penyakit ikan, Pengembangan Budidaya air tawar
belum optimal, Kelembagaan usaha nelayan dan jenis usaha yang beragam
menjadikan wusaha penangkapan ikan sangat parsial dan lemah, Logistik
penangkapan ikan yang belum terpenuhi secara maksimal, serta Produktivitas dan

daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah.

2.1.2.18. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan permintaan
terhadap barang manufaktur yang pada akhirnya akan memperluas sektor industri.
Jika kondisi ini dapat terwujud maka sektor jasa pun akan meningkat untuk
melayani kebutuhan sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini akan memberikan
pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian karena PDRB membutuhkan
peranan sektor-sektor tersebut. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 16,75 pada
tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 16,23 namun pada tahun 2023
mengalami peningkatan menjadi 16,99 persen. Kondisi tersebut hampir sama

dengan kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Kepualan
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Selayar, dimana pada tahun pada tahun 2020 sebesar 2,94, pada tahun 2021 turun
menjadi 2,83 persen dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi
2,64 persen namun kemudian turun lagi pada tahun 2023 menjadi 2,5 persen.
Selengkapnya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2. 36 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Tahun
Indikator

Satuan 5,9 2020 2021 2022 2023
Kontribusi sektor pertanian/ % 15,84 16,03 16,75 16,23 16,99
perkebunan terhadap PDRB
Kontribusi sektor pertanian % 2,88 2,94 2,83 2,64 2,5
(palawija) terhadap PDRB
Kontribusi sektor % 0,97 0,99 0,96 0,95 0,94
hortikultura terhadap PDRB
Kontribusi sektor % 10,46 10,99 11,86 11,53 12,18
perkebunan terhadap PDRB
Kontribusi sektor peternakan % 1,13 1,11 1,10 1,11 1,09

terhadap PDRB

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.19. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,41 poin jika
dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun pada tahun 2020 kontribusi sektor
perikanan sebesar 25,96 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 25,45 persen. Salah
satu faktor penyebab turunnya kontribusi tersebut adalah cuaca ekstrim yang
seringkali melanda perairan Selayar yang menyebabkan masyarakat nelayan urung
untuk melaut, selain itu terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan aktivitas
masyarakat dibatasi. Namun seiring terkendalinya covid-19 dan cuaca ekstrim yang
hanya terjadi beberapa saat, aktivitas nelayan semakin meningkat sehingga pada
2022 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB juga mengalami peningkatan
menjadi sebesar 27,09 persen, namun stagnan dengan persentase yang sama di
tahun 2023. Persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2. 37 Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Indikat Tahun
ncikator Satuan = 5,19 2020 2021 2022 2023
Kontribusi sektor kelautan dan % 28,75 25,96 25,45 27,09 27,09

perikanan terhadap PDRB

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.20. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
yang meliputi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023,

namun kenaikannya tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data persentase
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PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang telah dirilis oleh
Badan Pusat Statistik, dimana pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan
sebesar 7,53 persen dan pada tahun 2023 sebesar 8,08 persen atau naik sebesar
0,55 poin dalam kurun waktu lima tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
2.35.

Tabel 2. 38 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

Indikat Tahun
naikator Satuan 519 5020 2021 2022 2023
Kontribusi sektor Perdagangan % 7,53 7,69 7,81 8,02 8,08

terhadap PDRB

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
2.1.2.21. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
masih sangat rendah dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 2,81 persen dan pada
tahun 2021 sebesar 2,88 persen, atau mengalami kenaikan sebesar naik 0,08 poin,
serta pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,10 poin menjadi 2,78 persen
sementara pada tahun 2023 hanya meningkat sebesar 0,04 poin menjadi 2,82
persen sehingga peningkatan selama lima tahun terakhir hanya mencapai 0,07 poin.
Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan
melihat potensi Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Daerah memprioritaskan
Tiga Pilar Pembangunan dimana dua diantaranya adalah pembangunan sektor
industri yaitu Pusat Distribusi Logistrik dan Industri Perikanan Terpadu. Kontribusi
sektor industri terhadap PDRB Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2. 39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

Indikator S Tahun
atuan = 5519 2020 2021 2022 2023
Kontribusi sektor industri % 2,75 2,81 2,88 2,78 2,82

terhadap PDRB
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.22. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Dengan melihat potensi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari
potensi wisata bahari dengan hamparan atol terbesar ketiga Dunia yang ada di
kawasan taman nasional Takabonerate, potensi wisata alam dan wisata budaya
dengan berbagai kearifan lokal yang masih terpelihara, semestinya sektor pariwisata
dapat berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun
kondisi tersebut berbanding terbalik dengan data yang ada, dimana kontribusi
sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar 18,74 Milliar Rupiah dan tahun 2019
sebesar 15,73 Milliar Rupiah atau selama lima tahun terakhir hanya berada pada
angka 15-18 Milliar Rupiah yang didapatkan dari PDRB atas dasar harga berlaku
lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel 2.37.

. __________________________________________________________________________________________|
RKPD KAB. KEP. SELAYAR TAHUN 2025 58



Tabel 2. 40 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

Kontribusi sektor pariwisata  Miliar Rp. 15,73 14,32 15,07 17,31 18,74
terhadap PDRB

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Indikator Satuan

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus
layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.
2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah.
2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu
menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra
pendidikan.

Indikator keberhasilan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten
Kepulauan Selayar sebagaimana data yang disajikan berikut, dalam kurun waktu
lima tahun terakhir sudah menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun masih
terdapat beberapa capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain
masih rendahnya angka partisipasi pada jenjang Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
dengan capaian pada angka 82,44 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022
turun menjadi 65,5 persen dan meningkat pada tahun 2023 walaupun tidak
maksimal menjadi sebesar 90,02 persen, dan masih rendahnya persentase partisipasi
pada pendidikan PAUD yaitu sebesar 99,6 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi
94,44 pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja Bidang Pendidikan secara detail
dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-

2023
) Tahun
o indikator Satuan 5519 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Warga Negara Usia % 98,18 99 79,01 65,5 90,02
7-15 Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi,
SMP/MTs)
2 Persentase Warga Negara Usia % 98 98,2 92,84 78,74 110,97

7-18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan
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Tahun

2019 2020 2021 2022 2023
3 Persentase Warga Negara Usia % 61 98,42 99,6 88,46 94 .44
5-6 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD
4  Cakupan Persentase Muatan % S S S 100 100
Lokal dalam Kurikulum PAUD
dan Pendidikan Dasar
S  Persentase Satuan Pendidikan % 60 65 66 100 100
Memiliki Guru dan Tenaga
Kependidikan Sesuai
Kebutuhan Berdasarkan
Rombel dan Standar
Kurikulum
6  Persentase Jumlah % 20 20 24 100 100
lembaga/satuan pendidikan
terdaftar yang diselenggarakan
oleh masyarakat
7  Persentase Pengembangan % 5 10 10 100 100
dan Perlindungan Bahasa dan
sastra Daerah
Sumbe Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

No Indikator Satuan

Beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja bidang urusan Pendidikan tidak
maksimal yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan
pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan
partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.

2.1.3.1.2.Kesehatan

Kualitas Sumber Daya Manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan
masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan
meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan gambaran umur
yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) masyarakat, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas
dan mudah diakses oleh masyarakat.

Capaian kinerja Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik pada
beberapa indikator khususnya indikator Standar Pelayanan Minimal. Secara detail
dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
. Tahun
No Indikator Satuan 5479 2020 2021 2022 2023
1  Persentase Ibu Hamil yang % 94,34 80,8 85,66 76,3 78,34
mendapatkan layanan
kesehatan
2  Persentase Ibu Bersalin yang % 85,47 76,19 76,84 76,4 75,88
mendapatkan layanan
kesehatan
3  Persentase Bayi Baru Lahir % 89,12 79,25 80,9 80,04 79,41
yang mendapatkan layanan
kesehatan
4  Persentase Balita yang % 59,85 63,08 57,3 54,08 64,37
mendapatkan layanan
kesehatan
S  Persentase Warga Negara usia % 16,6 19,8 43,9 68,97 85,90

pendidikan dasar yang
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Tahun

No Indikator Satuan 5519 2020 2021 2022 2023

mendapatkan layanan
kesehatan

6  Persentase Warga Negara usia % 48,2 87,8 100 100 100
produktif yang mendapatkan
layanan kesehatan

7  Persentase warga negara usia % 69,32 43,88 43,88 50,9 100
lanjut yang mendapatkan
layanan kesehatan

8  Persentase Warga Negara % 51,9 92,9 100 100 100
penderita hipertensi yang
mendapatkan layanan
kesehatan

9  Persentase Warga Negara % 98,7 91,9 100 100 100
penderita diabetes mellitus yang
mendapatkan layanan
kesehatan

10 Persentase Warga Negara % 55,1 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat
yang terlayani kesehatan

11 Persentase Warga Negara % 100 100 100 100 60,65
terduga tuberculosis yang
mendapatkan layanan
kesehatan

12 Persentase Warga Negara % 93,67 92,9 100 85,56 70,85
dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang
mendapatkan layanan

kesehatan

13 Persentase Ibu Hamil yang % 94,34 80,8 85,66 76,3 100
mendapatkan layanan
kesehatan

14 Rasio tenaga kesehatan per Angka 0,029 0,028 0,030 0,031 0,036
satuan penduduk

15 Persentase Obat dan Makanan % 98,4 98,4 99,6 100 100
yang memenuhi syarat

16 Persentase penurunan masalah % 0 0 0 37,41 30,19
kesehatan masyarakat

17 Nilai Akreditasi Rumah Sakit Nilai Utama Utama Utama Utama Utama

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Salah satu indikator bukan SPM yang menunjukkan capaian cukup baik
dapat dilihat pada persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan
capaian selama dua tahun terakhir (tahun 2022-2023) sebesar 100 persen, serta
rasio tenaga kesehatan yang mencapai angka 0,036 atau 36/1000 penduduk pada
tahun 2023 yang menandakan bahwa untuk satu orang tenaga kesehatan hanya
melayani 27-28 orang penduduk. Namun masih terdapat beberapa indikator yang
merupakan unsur paling menunjang dalam peningkatan angka harapan hidup dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal namun capaiannya masih rendah yaitu,
pelayanan kesehatan terhadap penderita tubercolosis dengan capaian 60,65
persen, persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan dengan capaian
64,37 persen, dan pelayanan kesehatan terhadap Warga Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) dengan capaian 70,85 persen. Masih rendahnya capaian

tersebut khususnya untuk pencapaian SPM disebabkan oleh beberapa faktor yakni
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Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan balita di
puskesmas, masih adanya persalinan yang dilakukan/ ditangani di luar Tenaga
Kesehatan (Dukun), Belum optimalnya pelaksanaan manejemen pelayanan
kesehatan warga negara usia pendidikan dasar, Pemeriksaan HIV pada ibu hamil
sebagai populasi kunci terutama untuk desa sangat terpencil di kepulauan sulit
untuk dijangkau, karena sarana transportasi yang terbatas; Rapid Diagnostic Test
(RDT) HIV yang sangat terbatas tidak mencukupi untuk pustu yang terdapat di
desa-desa terpencil.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib
penunjang utama dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Bidang
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk ke dalam urusan wajib
karena selain urusan penataan ruang, didalamnya terdapat pula layanan jaringan
jalan dan jaringan irigasi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam
pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan
masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih
dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang
mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam
kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas
kawasan, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan secara berkala
maupun periodik. Keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Kepulaun Selayar
mencapai 974,3 Km yang terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 824,8 Km
(berdasarkan SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 605/XII/Tahun 2018), Jalan
Provinsi sepanjang 44,1 Km (berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 1159/ IV/
Tahun 2018) dan jalan Negara sepanjang 105,4 Km (berdasarkan Kepmen PUPR
Nomor 248/KPTS/M/2015). Capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023, dapat dilihat
pada Tabel 2.40.

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
. Tahun
LIo) Lo Lz Satuan 3039 2020 2021 2022 2023

1  Persentase luas kawasan % - - - 78,72 100
permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten/Kota
2  Persentase luas kawasan % - - - 0 100
permukiman sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi dan akresi
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai di
WS Kewenangan Kabupaten/Kota
3  Persentase luas daerah irigasi % 920 10,95 11,41 1,78 3,91
kewenangan kabupaten/kota
yang dilayani oleh jaringan irigasi
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. Tahun
No Indikator Satuan 5019 2020 2021 2022 2023

4  Persentase Warga Negara yang % 45,76 48,30 53,79 58,23 76
memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

S5 Persentase Sarana Prasarana % - - 0 0 0
Persampahan
6  Persentase Warga Negara yang % 75 80 90 0 100

memperoleh layanan pengolahan
air limbah domestik
7  Persentase drainase dalam % 65 75 95 55 55,00
kondisi baik/pembuangan air
tidak tersumbat
8  Persentase Infrastruktur % - - - - 0
Pemukiman terbangun pada
Kawasan Strategis
9 Persentase kepatuhan IMB % - - 0,5 41 100
10 Persentase Pemeliharaan dan % 100 100 100 60 0
Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungannya Milik Pemerintah

11 Persentase Pemeliharaan dan % 100 100 100 44,73 0
Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungannya

12 Tingkat Kemantapan Jalan % 74,62 55,85 58,15 58,24 57,26
kabupaten

13 Proporsi panjang jalan desa yang % - - - 0 -
terbangun

14 Tingkat Kemantapan Jembatan % 96,67 96,67 96 96,25
Kabupaten

15 Persentase tenaga operator/ % 15,2 25,2 32,5 4,90 15,60

teknisi/analisis yang memiliki
sertifikat kompetensi

16 Persentase proyek yang menjadi % 0 0 0 0 0,45
kewenangan pengawasannya
tanpa kecelakaan konstruksi

17 Persentase Pembangunan yang % 80 95 84,85 86 88,89
Sesuai RTRW dan RDTR

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan Tabel 2.40, beberapa kendala dalam pencapaian target Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain tidak adanya data yang akurat
terkait total panjang jalan desa karena belum ditetapkannya SK jalan desa, tidak
terlaksananya kegiatan akibat keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan
kabupaten terhadap wilayah sungai, banyaknya drainase yang tersumbat karena
sedimen dan sampah, keterbatasan personil, tenaga teknis atau operator yang
bersertifikat kompetensi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya IMB/PBG.
2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak
warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,
serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan
sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan
berkelanjutan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah
harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan
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kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Penurunan luas kawasan kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023
sebesar 6,32 persen, penurunan jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
tahun 2023 sebesar 3,48 namun masih jauh dari target yang ditetapkan tahun
2023 sebesar 5,91 persen, serta perumahan yang sudah dilengkapi prasarana,
sarana dan utilitas umum pada tahun 2023 sebesar 1,03 persen. Data Capaian
indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara lengkap dapat
dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Tahun
N Indikat
° nerkator Satuan  ,,.5 2020 2021 2022 2023
1  Persentase Warga Negara % 0 0 0 86,22 98

korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni

2  Persentase Warga Negara yang % 0 0 0 0 0
terkena relokasi akibat program
Pemerintah Daerah kabupaten
yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak
huni

3  Persentase penurunan luas % 4,40 0,01 4,80 6,32 6,23
kawasan kumuh

4  Persentase Berkurangnya % 43,12 44,48 20,08 1,31 3,48
jumlah unit RTLH (Rumah Tidak
Layak Huni)

S  Persentase perumahan yang % 66,32 63,37 0,46 0,56 1,03
sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum)

6  Persentase rekemondasi % - - - - 0
pengusulan sertifikasi,
kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang
diterbitkan

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Penurunan luas kawasan kumuh, berkurangnya jumlah RTLH serta perumahan
sudah dilengkapi PSU merupakan dampak positif dari beberapa intervensi baik dari
Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu), Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah
Melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sementara itu, sejak tahun
2019 sampai dengan tahun 2023 belum ada penanganan untuk fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni Warga Negara yang terkena relokasi akibat
program Pemerintah Daerah kabupaten dikarenakan Tidak ada warga negara yang
direlokasi sebagai akibat dari Program Pemerintah Daerah. Selain itu, sampai
dengan tahun 2023 belum ada rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi dan
registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
disebabkan karena tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk

penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan.
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2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban
umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara
pemerintahan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima
tahun terakhir (Tahun 2019-2023) yaitu 100 persen, waktu tanggap penanganan
kebakaran yaitull,84 menit pada tahun 2023 atau lebih lambat dibandingkan
capaian tahun 2022 yaitu 7,58 menit. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

. Tahun
e indikator Satuam “,510 2020 2021 2022 2023

1  Persentase Gangguan Trantibum % 100 100 100 100 95,00
yang dapat diselesaikan

2  Persentase Warga Negara yang % 100 100 100 100 100
memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum Perda dan
perkada

3  Persentase Warga Negara yang % 96,20 100 89,06 92,68 100
memperoleh layanan
penyelamatan dan Evakuasi
korban kebakaran

4  Waktu tanggap (response time) Menit 14,2 11,95 9,01 7,58 11,84
penanganan kebakaran

5 | Persentase Warga Negara yang % 99,50 99,90 100 100 100

memperoleh layanan informasi
rawan bencana

6  Persentase Warga Negara yang % 90 93 74,52 100 100
memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana

7  Persentase Warga Negara yang % 95,50 75,10 89,99 87,30 100
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Mengacu pada data di atas, meningkatnya waktu tanggap penanganan
kebakaran dan menurunnya persentase layanan penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran pada tahun 2023 diakibatkan oleh banyaknya kebakaran yang
lahan/ lokasinya jauh atau sulit dijangkau. Selain itu untuk layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana pelaksanaannya belum optimal dikarenakan
kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat) seperti kurangnya
kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi kendaraan
yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah

yang terdampak bencana.
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2.1.3.1.6. Sosial

Dalam bidang pelayanan sosial, beberapa indikator kinerja pemerintah dapat
dikatakan masih kurang khusunya pada indikator non pelayanan dasar, antara
lain ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase pemberdayaan sumber
kesejahteraan sosial yaitu sebesar 12,58 persen pada tahun 2023 dan menurunnya
persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang difasilitasi yaitu
sebesar 40,74 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.
Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-

2023
No Indikator Satuan S
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Potensi Sumber % 32,3 18,66 28,79 13,7 12,58
Kesejahteraan yang Diberdayakan
2 Persentase Warga Negara % 15,16 18,99 19,6 100 100

penyandang disabilitas yang
memperoleh rehabilitasi sosial
diluar panti
3  Persentase anak telantar yang % 48,39 31,99 100 98,59 100
memperoleh rehabilitasi sosial
diluar panti
4  Persentase Warga Negara lanjut % 20,05 13,35 17,5 98,99 100
usia terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
S  Persentase Warga Negara/ % 0 25 0 100 100
gelandangan dan pengemis yang
memperoleh rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial diluar panti
6  Persentase Pemerlu Pelayanan % 74,86 77,5 86,6 47,55 40,54
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya bukan korban HIV/AIDS
dan Nafza yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya diluar panti

7  Persentase PPKS dari Data PPKS % 78,36 86,6 86,6 47,55 40,74
yang difasiltasi
8  Persentase Warga Negara korban % 100 100 100 100 100

bencana kabupaten yang
memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial
9 Jumlah taman makam pahlawan Unit 1 1 1 1 1
yang dikelola
Sumber Data: Dinas Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Rendahnya berapa capaian kinerja tersebut di atas diakibatkan karena
keterbatasan anggaran sehingga kegiatan peningkatan potensi untuk PPKS sangat
terbatas. Disamping itu, beberapa indikator yang capaiannya mengalami
peningkatan karena didorong oleh beberapa faktor yaitu peningkatan kinerja
kegiatan dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, optimalisasi
penanganan bencana baik bencana alam maupun sosial, serta dukungan anggaran
dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar
2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan
mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal,

meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan
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meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
keterampilan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun 2023 menjadi 27,55 persen. Persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi tahun 2022 sebesar 0,48 persen dan meningkat menjadi
sebesar 2,63 persen pada tahun 2023. Selengkapanya diuraikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Bidang Dasar Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Tahun
N Indikat Sat

° naator SUER 2019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase kegiatan yang % 20,31 20,31 8571 77,70 50,00
dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja (RTK)

2 Persentase Tenaga Kerja % 0,52 0,26 0,40 0,48 2,63
Bersertifikat Kompetensi

3  Persentase Tenaga kerja yang % 0 12,5 24,04 39,06 27,55
ditempatkan

4 Persentase Perusahaan yang % 0 0 0,30 0,60 0,94
Menerapkan tata kelola
perusahaan yang layak

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Melihat data di atas, terdapat satu indikator yang target dan capaiannya
belum terpenuhi yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke
Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disebabkan karena sampai dengan tahun 2023
belum ada perusahaan yang menyusun RTK, sementara RTK makro telah disusun.
Selain terdapat pula satu indikator yang target dan capaiannya dibawah 1 persen
dari Tahun 2019-2023 yaitu perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik,
yang disebabkan karena sampai pada tahun 2023 regulasi terkait hal tersebut
masih dalam tahap sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan namun dari sisi
capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,90 persen.
2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan mendasar dari urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yaitu rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan,
masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan,
lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta masih
adanya pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian
indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara
lain adalah persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung
menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen dan pada
tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 0,54 persen dan tahun 2023 sebesar 0,90
persen, sedangkan persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi
tingkat kabupaten menunjukkan penurunan positif dimana pada tahun 2021
sebesar 0,069 persen dan pada tahun 2022 sebesar 0,045 persen dan pada tahun
2023 seluruh korban kekerasan anak yang dilaporkan pada dinas terkait telah
ditangani 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45.
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Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

. Tahun

No LTS Satuan 5519 2020 2021 2022 2023

1 Persentase ARG pada belanja % 25 0,12 0,15 0,54 0,90
langsung APBD

2 Rasio kekerasan terhadap Angka 0,5 0,006 1,28 9,56 1,56
perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk
perempuan)

3 Persentase Lembaga Penyedia % 0 0 0 0 0
Layanan Keluarga yang
terstandarisasi

4 Cakupan Layanan Sistem % - 0,18 0,8 0,80 0,36
Informasi Gender dan Anak

5 Persentase Capaian % 300 120 125 138,89 65,00

Pemenuhan Hak Anak (skor
indikator KLA)
6 Persentase Anak Korban % 0,05 0,07 0,069 0,045 100
Kekerasan yang ditangani
instansi tingkat Kabupaten
Sumber Data: DPBAP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan uraian Tabel 2.45, beberapa kendala dalam pelaksanaan
urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinfungan Anak Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah belum adanya kebijakan kabupaten terkait
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), belum ada Lembaga penyedia layanan
keluarga yang terstandarisasi serta layanan sistem informasi gender dan anak baru
mencakup 2 kecamatan, serta belum pernah dilaksanakan standarisasi Puspaga
oleh tim standarisasi Puspaga Kementerian PPPA (bekerjasama dengan tim
standarisasi Puspaga daerah).
2.1.3.2.3.Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan
Selayar, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan
mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan program
dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Persentase desa rawan
pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditangani pada tahun 2021 sebesar
4,88 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 24,39 persen dan tahun 2023
meningkat menjadi 60,87 persen dari total 81 desa. Selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel 2.46.

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-

2023
q Tahun
NO Indikator Safuam | 019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase desa rawan pangan % 21,74 65,52 4,88 24,39 60,87
yang ditangani

2 Cakupan ketahanan dan % 12,34 15,68 12,25 48,33 51,47
diversifikasi pangan

3 Persentase penanganan % - 4483 24,39 19,35 34,78
kerawanan pangan

4 Persentase pengawasan dan % 100 80 100 100 80

pembinaan keamanan pangan
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024
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Dari data di atas (Tabel 2.46), dapat dilihat bahwa cakupan ketahanan dan
diversifikasi pangan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang
didorong oleh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai
pangan alternatif, namun keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya, demikian pula dari segi keragaman dan
keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan
konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan
masih kurang. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan diversifikasi
pangan adalah menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan
pokok selain beras yang nantinya masyarakat akan memilih komoditas apa yang
dikonsumsi sebagai pengganti beras, ketersediaan pangan lokal pengganti beras,
serta keterjangkauan harga pangan lokal. Selain itu persentase desa rawan pangan
yang ditangani juga meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan
oleh terdapat 14 desa yang keluar dari desa rawan pangan prioritas 1-3, namun
capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yakni sebesar 62,5 persen.
Sementara untuk penanganan kerawanan pangan hanya dapat dilakukan pada 8
desa/kelurahan dari 23 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan
prioritas 1-3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan selama 1
tahun dan dilakukan pula uji sampel pangan segar dengan capaian 80 persen,
dimana pengawasan keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian,
mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki
karakteristik mudah rusak akibat kontaminansi oleh cemaran kimia, fisik maupun
mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan
akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Selain
itu, peran SDM pertanian sangat menentukan kualitas produk pertanian.
2.1.3.2.4.Pertanahan

Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar
menunjukkan bahwa persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas
umum pada tahun 2022 adalah sebesar 20 persen namun untuk tahun 2023 tidak
ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sementara
penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan pada tahun 2021 sebesar 20
persen dan dikarenakan tidak ada kasus tanah pada tahun 2022 dan 2023
sehingga capaiannya sebesar O persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2019-2023
No Indikator Satuan el
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase pemanfaatan tanah % - - 0 0 36,65
yang sesuai dengan peruntukan
tanahnya diatas izin lokasi
dibandingkan dengan luas izin
lokasi yang diterbitkan

2 Persentase penetapan tanah % - n/a 20 20 0
untuk pembangunan fasilitas
umum
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Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
3 Tersedianya lokasi % - - - 1 0
pembangunan dalam rangka
penanaman modal

No Indikator Satuan

4  Penanganan sengketa tanah % - - - 60 -
garapan yang dilakukan melalui
mediasi

S  Penyelesaian kasus tanah % - 100 20 0] =
untuk pembangunan

6  Tersedianya Tanah Obyek % - 100 20 100 1,97

Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang berasal
dari Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee

7  Persentase luas lahan Ulayat % - - - 0] 0]
yang di tetapkan

8  Persentase luas lahan kosong % - n/a 30 40 0
yang ditetapkan
pemanfaatannya

9  Persentase rekomendasi izin % - - - 100 0

membuka tanah untuk
kepentingan masyarakat yang
dikeluarkan
10  Persentase Pemanfaatan tanah % - n/a 20 30 -
sesuai Zona Nilai Tanah
Sumber Data: Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Dengan mengacu pada data di atas, beberapa faktor penyebab sehingga capaian
indikator tidak maksimal atau bahkan O persen adalah untuk tahun 2023, tidak
ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tidak tersedia
lokasi pembangunan karena belum ada penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK), dan tidak terdapat tanah yang masuk kategori tanah ulayat.

2.1.3.2.5.Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting
dalam pembangunan. Perubahan yang terjadi karena proses pembangunan,
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk tetapi tidak mengganggu
aspek lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya wilayah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah selalu
bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu paradigma
pembangunan daerah yang berkelanjutan seakan menjadi tuntutan bagi pengambil
kebijakan pembangunan nasional dan juga daerah.

Pertumbuhan kota dan penduduk, menyebabkan terjadinya peningkatan
pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu
terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota
serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan,
pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Realisasi capaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan

Selayar dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.48.
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Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023
Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase Rencana % - - 37,50 11,25 12,50
Perlindungan dan Pengelolaan
LH yang trintegrasi dalam
Rencana Pembangunan
Kabupaten

2 Indeks Pencemaran Status Point 7,16 2,59 2,75 1,76 2,01
Mutu Air

3 Persentase Pengelolaan % 1,37 1,38 1,39 1,40 1,40
Keanekaragaman Hayati

4 Persentase Lembaga/ % 100 100 90 100 100
Perusahaan penghasil Limbah
B3 yang Diawasi

5 Persentase Ketaatan Pelaku % 42.86 63,64 4,35 60 51,20
Usaha dan/ Atau Kegiatan

6 Persentase MAH Kearifan % - - 0,19 1,42 1,43
Lokal yang terkait PPLH yang
diakui beneradaannya

7 Persentase Lembaga % - - - 28,85 23,08
Masyarakat yang diberikan
Diklat

8 Persentase Lembaga % 37,5 20 20 25 20
Masyarakat / Dunia Usaha /
Dunia Pendidikan yang
berprestasi

9 Persentase Penanganan % 100 80 100 100 100
Pengaduan Kasus Lingkungan

10 Presentase Pengelolaan % 1,51 1,30 19,67 2,83 1,66
Persampahan yang bernilai
ekonomi
Sumbe Datar: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

No Indikator Satuan

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan
sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah.
Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke
atas yang ber-KTP terhadap jumlah keseluruhan penduduk usia 17 tahun ke atas.
Persentase penerbitan KTP-el pada Tahun 2021 sebesar 93,7 persen dan turun
menjadi 90,26 persen pada tahun 20222, sedangkan persentase penerbitan kartu
identitas anak (KIA) pada Tahun 2021 sebesar 43,24 persen dan hingga tahun 2022
mencapai 55,69 persen. Dan persentase penerbitan akta pencatatan sipil pada
tahun 2021 sebesar 53,84 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 44,54
persen. Menurunnya capaian penerbitan dokumen kependudukan tersebut
diakibatkan karena beberapa data terkait penerbitan KTP-el masih harus
menunggu dari Dukcapil Pusat, begitu piula dengan data untuk penerbitan akta
pencatatan sipil. Sementara OPD yang memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2022 hanya sebesar 44,54
persen dikarenakan perjanjian Kerjasama masih dalam proses persetujuam pusat.
Capaian kinerja bidang administrasi kependudukan selengkapnya disajikan pada

Tabel 2.49.
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Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

No Indikator Satuan 1L
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Penerbitan KTP-el % 92 91 93,7 91,40 92,77
Persentase Penerbitan Kartu % - 12,67 43,24 50,27 54,08
Identitas Anak (KIA)
3 | Persentase Penerbitan Akta % 4290 77,04 8598 96,60 86,96
Pencatatan Sipil
4  Persentase OPD yang telah % - 46,15 53,84 44,44 61,54

memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama
S  Persentase Ketersediaan Data % 100 100 100 100 100
Profil Kependudukan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.3.2.7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan
masyarakat serta pembinaan PKK. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas
melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan
melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase administrasi
pemerintahan desa yang difasilitasi mencapai 100 persen pada tahun 2022,
meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yakni 85 persen. Persentase fasilitasi dan
peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa juga meningkat dari 25
persen pada tahun 2021 menjadi 33,33 persen pada tahun 2022. Capaian kinerja
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

q Tahun
e Indikator S:Hal 2019 2020 2021 2022 2023

1 Cakupan Penyelenggaraan % - - 25 100 100
Penataan Desa yang difasilitasi

2  Persentase Peningkatan Kerja % 5 - 25 1,23 8,6
Sama Desa

3 Cakupan Administrasi % 80 80 85 100 100
Pemerintahan Desa yang
difasilitasi

4  Cakupan Lembaga % 10 2,5 25 33,33 33,33

Kemasyarakatan yang difasilitasi
dan ditingkatkan kapasitasnya
Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada
beberapa indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
diantaranya adalah meningkatnya capaian kinerja pada indikator cakupan
fasilitasi administrasi pemerintahan desa yang didorong oleh semakin efektifnya
sistem yang digunakan oleh pemerintah salah satunya adalah aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SisKeuDes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, terdapat satu indikator yang capaiannya
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tidak mencapai target (O persen) yaitu persentase peningkatan kerja sama desa. Hal
tersebut disebabkan oleh belum adanya perjanjian kerja sama (MoU) antara desa
yang terbentuk sampai dengan tahun 2022, sementara telah dilakukan fasilitasi
dan sosialisasi ke desa terkait kerja sama antara desa.
2.1.3.2.8.Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditujukan untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu daerah. Kinerja urusan wajib
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui
indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yaitu rata-rata jumlah
anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya,
persentase pemakaian kontrasepsi modern, dan cakupan pemberdayaan kelompok
masyarakat dalam peningkatan keluarga sejahtera. Beberapa hambatan dalam
upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang
ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan
masyarakat. Capaian kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada
Tabel 2.51.

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

1  TFR (Angka Kelahiran Total) Point 2,1 2,09 2,1 2,17 1,94

2  Persentase pemakaian % 70,39 78,2 77,23 72,54 69,42
kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR)

3 Cakupan BKB % 51,56 53,70 15,11 10,24 29,18
Pemberdayaan BKR % 37,47 3801 12,38 123 2,71
Kelompok Masyarakat gy, % 3025 27,11 9,06 17,70 40,01
dalam Peninglkatan PKR % 10 10 3,55 6892 73,03
Keluarga Scjahtera (KS) 'yppks o, 14 14 464 2699 43,19

Sumber Data: DPBAP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
2.1.3.2.9.Bidang Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam
pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain.
Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat
lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan
wilayah. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam
wujud sarana dan prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke
daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum
di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan
dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan
dengan lancar. Realisasi capaian indikator kinerja perhubungan Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.52.
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Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
Tahun
N Indikat Sat
° naERator AT 2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Kinerja Lalu lintas % - 30,54 10,37 25,23 37,92
Kabupaten
2 Persentase Sarana dan % 62,26 63,63 62,5 41,37 44,07

Prasarana Perhubungan Laut
yang Layak Fungsi
3  Persentase rekomendasi izin % 0 0 0 0 0
mendirikan bangunan tempat
pandaratan dan lepas landas
helikopter yang diterbitkan
Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja lalu lintas sebesar 25,23 persen
pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 37,92 dari target yang ditetapkan
sebesar 30,77 persen. Capaian tersebut telah melampaui target karena didukung
oleh kecepatan tempuh yang semakin tinggi dan arus lalu lintas yang semakin baik.
Hal ini jg ditandai dengan kondisi ruas jalan yang semakin baik dalam melayani
volume kendaraan yang ada, kemudian adanya perbaikan di beberapa ruas jalan
dan juga pemberlakuan jalan satu arah di beberapa ruas jalan yang dirasa perlu jg
turut menunjang peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kabupaten. berbeda
halnya dengan persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak
fungsi, dari target sebesar 60,66 persen pada tahun 2023 capaiannya hanya 44,07
persen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang ada, dan terjadinya
bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sarana prasarana
perhubungan laut layak fungsi. Selain itu, belum adanya investor yang menjadi
penggerak sehingga rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter belum bisa diterbitkan.
2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu
pilihan, tapi sudah menjadisuatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa
penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalamkegiatan pemerintahan, baik
dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang
diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan.
Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Selain itu, salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan TIK adalah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). sesuai amanat UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat
Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang
bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi. Berkaitan dengan

kedua hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak beberapa
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tahun lalu telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat
https:// www.kepulauanselayarkab.go.id. Di dalam website tersebut, masyarakat
juga dapat mengakses beberapa informasi melalui sub domain yang dikelola oleh
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Capaian
kinerja urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2019-2023

. Tahun

Ne Indifator Satuan ;019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase layanan sistem % - 2,77 13,51 100 100
informasi terkait program dan
kebijakan pemerintah yang
berkualitas

2  Persentase layanan publik % - 13,8 22,72 26,08 100
yang diselenggarakan secara
terintegrasi

3 Indeks SPBE Nilai - - 2,05 1,83

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023
terdapat 23 Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
dari 23 Layanan Publik, serta terdapat 7 Layanan Sistem Informasi terkait program
dan kebijakan pemerintah yang berkualitas yaitu Youtube (kominfo selayar),
Facebook (@kepulauan_selayar), Instagram (@kepulauan selayar), Website
(www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar),

Snackvideo (humaskominfose).

2.1.3.2.11.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan peran dan potensinya, keberadaan Koperasi memberikan
konstribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerah, menjadi jantung
ekonomi rakyat dan pelopor pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam bidang
pemerintahan, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi
pemberdayaan dan perlindungan Koperasi KSP/USP, dan pemberdayaan dan
peningkatan kapasitas UMKM.

Kinerja perkoperasian Kabupaten Kepulauan Selayar diukur dengan
beberapa indikator, antara lain Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha
di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100
persen dengan koperasi sehat sebesar 19,70 persen dan Koperasi KSP/USP sehat
sebesar 81,82 persen serta koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan
perlindungan sebesar 100 persen. Sedangkan persentase UMKM yang
diberdayakan sebesar 55 persen dan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 46,20
persen. Capaian kinerja bidang koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

Tahun
No Indikator Satuan
1 Persentase Koperasi yang % 18,23 18,23 18,23 18,23 100
mendapatkan izin usaha simpan
pinjam
2  Persentase koperasi sehat % 115,7 58,62 59 18,37 19,70
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Tahun

No Indikator Satuan

3 Persentase Koperasi KSP/USP % 10,33 11,11 11,1 11,1 81,82
yang sehat

4 Persentase Pengurus Koperasi % - 10,31 10,31 24,15 17,27
yang mendapatkan pendidikan
keterampilan

S5  Persentase Koperasi yang % 9,6 82,4 100 100 100
Diberdayakan dan mendapatkan
perlindungan

6 | Persentase UMKM yang % 85,7 51 53,2 54,62 55,00
Diberdayakan

7 Persentase UMKM yang % 84 32,2 44,73 45,67 46,20

ditingkatkan kapasitasnya
Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Capaian kjinerja bidang koperasi dan UMKM berdasarkan data di atas dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2023 seluruh koperasi simpan pinjam yang ada
memiliki izin usaha simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku. Di tahun 2023,
pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan lebih sedikit yang disebabkan
karena besar anggaran untuk pelatihan mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya.

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari
kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi
aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang
dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi
barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Hasil analisis kinerja atas layanan
urusan penanaman modal dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019-2023

Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Potensi untuk % 100 100 100 100 100
Peluang Investasi Daerah
2 Jumlah Investor Investor 348 205 1.527 2.281 1.878
PMDN/PMA
3 Persentase Izin yang % 100 100 100 100 100
diterbitkan
4 Jumlah Nilai Realisasi Juta Rp. 144.602 133.236 72.474 12.826 76.286
Investasi (PMDN/PMA)
5 Persentase permintaan % 100 100 100 100 100

data dan informasi yang
diterima secara online
dan terintegrasi
Sumber Data: Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi
(PMDN/PMA) adalah karena secara tidak langsung didukung oleh anggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023.
2.1.3.2.13.Kepemudaan dan Olahraga

Belakangan ini problematika pemuda yang terbentang di hadapan kita

sangatlah kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis
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mental hingga masalah dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang
kian merebak membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan serba instant,
hedonis, dan terlepas dari idealisme sehingga cenderung menjadi manusia yang
anti sosial. Kinerja atas layanan urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada
Tabel 2.56.

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun 2019-2023

. Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase partisipasi pemuda % 0,2 0,2 0,2 4,20 0,13
dalam kegiatan ekonomi mandiri
2  Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 9 - 4 42,50 67,00
3  Persentase Organisasi % 50 60 70 4,06 4,26

Kepramukaan yang dikembangkan
kapasitas dan daya saingnya

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, urusan kepemudaan masih
dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain yaitu masih adanya
wirausaha muda yang belum terdaftar pada pendataan wirausaha muda.
Sementara itu permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih
rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga
yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembinaan atlet unggulan; (4) belum

optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

2.1.3.2.14. Statistik

Informasi data statistik yang akurat secara time series dan
berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi Pemerintah dan Organisai
Perangkat Daerah dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan. Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun
data dan informasi mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan
tenaga kerja, Sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian dan lain-lain. Data

analisis kinerja bidang urusan statistik dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-

2023
Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase Organisasi Perangkat % 100 100 100 100 100
Daerah (OPD) yang menggunakan data
statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah
2 Persentase OPD yang menggunakan % 100 100 100 100 100

data statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan daerah

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Bappeltbangda Kabupaten Kepulauan Selayar,
2024
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Jika melihat data di atas, capaian kinerja bidang statistik dalam kurun
waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang optimal disebabkan karena
dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,
seluruh Organisasi Perangkat Daerah menggunakan data statistik dasar yang
diproduksi oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan
untuk mengolah, memproduksi dan menyebarluaskan data-data statistik dasar.
Selain itu, dalam melakukan perencanaan dan evaluasi Organisasi Perangkat
Daerah juga menggunakan data statistik sektoral yang diproduksi sendiri atau
diperoleh dari organisasi atau lembaga terkait.
2.1.3.2.15.Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang menjadi kewenangan kabupaten
berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Capaian kinerja
bidang persandian dapat dilihat pada Tabel 2.58

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Bidang Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
. Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase keamanan % - 0,12 13,51 35,13 100

informasi pemerintah

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Penilaian tingkat keamanan informasi dilaksanakan mulai tahun 2020 dan
sampai dengan tahun 2023 terdapat 26 sistem dari 26 sistem elektronik yang
diassesment/audit berdasarkan kualitas dan kuantitas pengamanan informasi
pemerintah daerah. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) aspek dan area penilaian
yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, teknologi, pengelolaan aset dan kerangka
kerja.
2.1.3.2.16.Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada program pembinaan dan
pengembangan nilai-nilai budaya yaitu upaya untuk membina, menggali dan
melestarikan budaya lama maupun baru yang bermanfaat bagi peningkatan
kualitas hidup manusia dan peningkatan potensi budaya, adat-istiadat dan nilai-
nilai baru yang berkembang dimasyarakat. Capaian kinerja bidang kebudayaan,
selengkapnya disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
Tahun
No Indikator Satuan
1 Persentase karya budaya % 100 0 100 100 0
yang direvitalisasi dan
diinventarisasi
2 Persentase Pembinaan % 0 0 0 0 10

kesenian Tradisional

. __________________________________________________________________________________________|
RKPD KAB. KEP. SELAYAR TAHUN 2025 78



Tahun

No Indikator Satuan

3 Cakupan pembinaan % 0 0 0 0 0
sejarah lokal

4 Benda situs dan kawasan % 100 100 100 100 10,26
Cagar budaya yang
dilestarikan

S  Jumlah pengelolaan Unit 1 1 1 1 1
museum

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 tidak
ada anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi dan inventarisasi karya budaya
serta pembinaan sejarah lokal. Selain itu, dari 39 cagar budaya yang di lakukan
rehabilitasi hanya 4 saja yaitu Makam We Tenri Dio, Gantarang Lalangbata, Kantor

Disparbud, dan Koleksi Museum Nekara.

2.1.3.2.17.Perpustakaan

Perpustakaan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah mengingat berhubungan langsung dengan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada upaya peningkatan minat baca
masyarakat. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain dengan penyediaan fasilitas
dan sarana perpustakaan seperti mobil perpustakaan keliling dan kapal
perpustakaan keliling. Selain itu, sejak tahun 2017 telah dibuka layanan
perpustakaan siang dan malam untuk mengakomodir masyarakat yang tinggal di
luar kota atau yang beraktifitas di siang hari seperti pelajar dan pegawai. Melihat
kinerja bidang perpustakaan tahun 2020, terjadi penurunan tingkat kegemaran
membaca masyarakat jika dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 13 persen menjadi
5,13 persen dan pada tahun 2023 sebesar 4,50 persen. Adapun kinerja layanan
Perpustakaan Daerah Kabuaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir
dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
X Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Nilai tingkat kegemaran membaca % 13 5,13 7,90 9,40 4,50
masyarakat
2 Persentase karya budaya yang % 0 0 0 0 0

direvitalisasi dan inventarisasi
Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Melihat data pada tabel di atas, realisasi capaian untuk indikator nilai
tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 telah mencapai target
yang ditetapkan yakni sebesar 4,50 persen. Hal tersebut didorong oleh karena
adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam tim. Sementara untuk jumlah
karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tidak terlaksana pada Tahun
2023 dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Bidang
Perpustakaan belum memiliki data dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan

kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut.
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2.1.3.2.18.Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang sangat penting dalam tata kelola
pemerintahan, sehingga perlu di kelola secara terorganisir dan sistematis.
Kearsipan merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan,
pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta
penyimpanan warkat menurut sistem tertentu yang bertujuan untuk menyediakan
data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan, sehingga
diperlukan sistem pengelolaan dan pengendalian arsip yang sistematis dan efektif.
Hasil analisis kinerja layanan kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2019-2023

Tahun

2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase ketersediaan arsip % 67,01 68,25 72,80 52,26 55,68
sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional

No Indikator Satuan

2 Persentase keberadaan dan % 61,04 61,60 66 50 33,33
keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara untuk
kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan

rakyat

3 Persentase Arsip dapat Diakses % - - 0 10 0
yang Sifatnya Tertutup/
Rahasia

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Capaian kinerja persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, dari target 90
persen pada tahun 2023 capaiannya sebesar 55,68 persen. Hal tersebut
disebabkan karena Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) belum memberikan
password dikarenakan daftar arsip yang diminta sebagai syarat akses jaringan
belum rampung maka aplikasi belum bisa terbuka sehingga jumlah arsip yang
telah dibuatkan daftar arsip belum terinput semua sehingga untuk sementara
masih dilakukan penginputan secara manual. Sedangkan capaian kinerja untuk
persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat hanya mencapai 33,33
persen dari target 95 persen disebabkan karena terdapat empat dari enam indikator
penilaian yang belum terpenuhi. Begitupun dengan capaian kinerja pada indikator
persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasia capaiannya O
persen dari target 100 persen yang disebabkan karena pada tahun 2023 tidak ada

arsip tertutup/rahasia yang tercipta.
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2.1.3.3. Fokus Layanan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten,
yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa kinerja bidang urusan pilihan
cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan produksi yang
dominan pada dua bidang urusan yang menjadi urusan pilihan yaitu bidang
pertanian dan perikanan.
2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan
Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar
karena merupakan daerah fish ground. Sebagai upaya dalam rangka peningkatan
produksi perikanan, maka didukung beberapa program pembangunan yaitu
peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan
komoditas unggulan dan komoditas lainnya melalui kegiatan diseminasi inovasi
teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi
lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada nelayan.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan
budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan
kapasitas nelayan. Secara lengkap capaian kinerja bidang perikanan dan kelautan
disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun 2019-2023

Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Volume Produksi Ton 28.268,3 18.729,2 20.883,8 21.223,4 24.962,9
Perikanan Tangkap
2 Volume Produksi Ton 573,1 837,4 522,8 528,66 468,44
Perikanan Budidaya
3 Volume Produksi Ton 165,8 160,8 299,9 241,84 244,91
Olahan Hasil
Perikanan
4 Persentase Ketaatan % 0 0 0 0 10,54
Usaha Perikanan
Budidaya dalam
Kabupaten/Kota

terhadap Peraturan
Perundang-undangan

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2023 terjadi peningkatan
pada Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar yang
disebabkan oleh meningkatnya produksi pada kelompok ikan pelagis dipengaruhi
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oleh efektifitas alat tangkap jaring yang mulai massif digunakan oleh nelayan yang
tersebar di berbagai desa pulau. Juga dipengaruhi oleh meningkatnya waktu (trip)
penangkapan ikan pelagis sebagai dampak dari panjangnya musim tangkap (teduh)
pada tahun 2023, terutama pada armada 3 GT dengan alat tangkap jaring seperti
bagang perahu, purse seine, dan kapal motor lainnya. Selanjutnya adalah
produktifitas nelayan tangkap berbasis komoditas ikan pelagis juga terdorong oleh
terbukanya pasar lokal, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk bahan
baku olahan perikanan. Sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami
penurunan yang disebabkan karena fenomena EIl-Nino sepanjang tahun 2023.
Curah hujan yang rendah dan suhu air laut yang tinggi akibat El-Nino
menyebabkan kematian massal rumput laut, kegagalan panen udang vaname, dan
terhambatnya pertumbuhan ikan bandeng dan udang windu. Hal ini berakibat
pada penurunan produksi budidaya secara keseluruhan, meskipun komoditas air
tawar seperti nila dan lele tidak terpengaruh, namun kontribusinya terhadap total
produksi tidak signifikan. Sementara untuk produksi olahan hasil perikanan, dari
349 RTP Budidaya, target yang diawasi adalah 36 RTP dalam dua tahun. Pada
tahun 2022, tidak ada pengawasan karena keterbatasan anggaran. Pada tahun
2023, pengawasan dilakukan terhadap 24 RTP, melebihi target 18 RTP. Hasilnya,
21 RTP memiliki izin usaha yang sesuai, sedangkan 3 RTP belum memiliki izin.
Berhasilnya pencapaian target ini disebabkan oleh domisili yang disasar pada
tahun 2023 pada umumnya berdekatan, terutama di daerah kepulauan. Hal ini
menyebabkan anggaran dan waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.
2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata dipandang sebagai sektor andalan yang mempunyai andil yang
besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan
membawa dampak terhadap perkembangan sektor lainnya seperti perdagangan,
akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Pemerintah Kabupaten
Kepualaun Selayar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata,
sehingga dapat meningkatakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan
Selayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kepulauan Selayar dari Sektor pariwisata.

Di sisi lain sektor ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai wacana
pemerataan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk
mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik
masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang
mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan

kenyamanan bagi wisatawan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63.
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Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 Kontribusi sektor pariwisata % 4,45 3,43 4,45 5,61 3,39
terhadap PAD
2 Persentase pertumbuhan % 66 5 0,41 77727  -16,41
jumlah wisatawan
mancanegara per kebangsaan
3 Persentase peningkatan % 28,58 33,33 37,5 242,72 -22,85
perjalanan wisatawan
nusantara yang datang ke
kabupaten Kepulauan Selayar
4 Tingkat hunian akomodasi % 14,98 8,5 4,06 3,96 4,20
S Cakupan ketersediaan (fisik % - - 0 0 0
dan pengelolaan) sentra
ekonomi kreatif
6 Persentase SDM/ tenaga kerja % 100 100 100 100 100

di sektor pariwisata yang
mendapatkan pelatihan
Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per
kebangsaan dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke
Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi yang disebabkan oleh faktor
keamanan akibat konflik dunia mempengaruhi jumlah wisatawan dari eropa dan
sekitarnya untuk datang serta Menurunnya jumlah wisatawan nusantara yang
datang akibat wisatawan lebih memilih ke destinasi lain di luar Selayar. Oleh
karena kedua hal tersebut pula sehingga berpengaruh pada tinggi rendahnya

tingkat hunian akomodasi.

2.1.3.3.3.Pertanian

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya meningkatkan
kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong
pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan
kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya
usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Capaian kinerja bidang pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
) Tahun
No indikator Satuan ;019 2020 2021 2022 2023
1 Cakupan Sarana pertanian % 100 100 100 100 80
2 Cakupan Prasarana Pertanian % 100 100 100 97,37 100
3 Persentase fasilitasi % 5,36 5,85 5,95 78,63 30,86
penanggulangan bencana
Penyakit Hewan Menular
4 Persentase Pengendalian % 17,89 23,15 8,56 21,85 20,75
penanggulangan serangan
organisme pengganggu
pertanian
S Persentase fasiltasi penerbitan % - 100 100 100 100
rekomendasi izin usaha
pertanian
6 Cakupan Bina Kelompok Tani % 25,47 15,62 19,72 26,95 17,14

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
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Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana pertanian berupa
bibit tanaman, bibit dan pakan ternak, pupuk dan alsintan dimanfaatkan oleh
kelompok tani/ gabungan kelompok tani secara maksimal dalam upaya
peningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Hal ini
didukung pula peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam pemenuhan
kebutuhan kelompok tani terhadap sarana pertanian. Namun terdapat sarana
pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani karena adanya
fenomena iklim atau dampak el nino. Cakupan prasarana pertanian telah
memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100 persen karena prasarana yang
tersedia berupa jalan tani, irigasi usaha tani, dan DAM Parit digunakan oleh petani
untuk mendukung meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil
pertaniannya. Fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular sebesar
325 area pada 1053 area yang terkena bencana atau sekitar 30.86%. Hal ini
didukung oleh kegiatan yang dilakukan dilakukan melalui pengamatan dan
pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan
penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan.
Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat
mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat/ peternak. Selain itu,
SDM peternakan juga sangat perperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan.
Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berdampak
pada semua kecamatan dilakukan pada beberapa komoditi baik komoditi
perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan. Pengendalian dilakukan
secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Pengendalian OPT didukung oleh adanya
kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar
dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengendalian
OPT melalui GERDAL dengan pemanfaatan paket teknologi yang ramah
lingkungan. Peran serta petani dan petugas pengamat hama juga sangat
membantu dalam pengendalian OPT. Sementara untuk {fasiltasi penerbitan
rekomendasi izin usaha pertanian, tahun 2023 terdapat 265 izin usaha pertanian
yang diterbitkan yaitu izin pengeluaran ternak. Penerbitan izin mencapai 100%
karena didukung adanya peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak. Sedangkan untuk jumlah kelompok tani
dibina sampai tahun 2023 sebesar 17,14 persen. Rendahnya capaian tersebut
disebabkan karena kurangnya kelompok tani/ gabungan kelompok tani dari total
poktan 887 yang memperoleh pembinaan dan pendampingan baik oleh tim teknis

maupun penyuluh pertanian.

2.1.3.3.4.Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan
pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik.

Sebagaimana yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, kotribusi sektor
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perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023
sebesar 8,08 persen dan meningkat disbanding tahun 2022 menjadi 8,02 persen.
Sementara itu, kinerja bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun
terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
Tahun
No Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase Izin Usaha Sektor % 55,52 21,19 23,28 100 100
Perdagangan yang diterbitkan

2 Persentase ketersediaan sarana % 85 90 95 100 100
prasarana perdagangan

3 Persentase jenis komoditi yang % 20,58 20,58 20,58 20,58 68,42
dipantau

4  Persentase peningkatan jumlah % 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58
komoditi ekspor

5 Persentase alat ukur yang % 30,58 15,16 25,28 0 38,46
ditera

6 Persentase produk lokal yang % - - 30 30 30
dipasarkan

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Berdasarkan data di atas, capaian kinerja bidang perdagangan dapat
diuraikan sebagai berikut: seluruh permohonan izin usaha sektor perdagangan
diberikan rekomendasi untuk penerbitan izin usaha sesuai kewenangan Dinas
Perdagangan KUKM. Untuk ketersediaan sarana prasarana perdagangan seperti
pasar rakyat yang sumber pendanaannya berasal dari APBD, DAK, APBN sudah
memadai. Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) seperti
hasil pertanian dan perikanan yang dipantau tahun 2023 meningkat jumlahnya
sehingga persentase realisasi meningkat. Tera/ tera ulang tahun 2023 sudah
terlaksana, namun perlu penambahan SDM Penera karena tidak seimbangnya
rasio antara Penera dan Alat ukur yang ditera serta cakupan luas wilayah. Belum
maksimalnya pelaksanaan pendataan produk lokal yang dipasarkan dari tahun-
tahun sebelumnya sehingga capaian tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dan

2021.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Sektor Perindustrian memiliki peran penting dalam percepatan
pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor
perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup
baik. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar
sebanyak +1.000 IKM, namun jika melihat perkembangan modal usaha dan tenaga
kerjanya hanya sebesar 10 persen sampai dengan tahun 2022, IKM yang memiliki
izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebesar 4,76 persen pada tahun 2023
dan yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional hanya sebesar 4,76 persen.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.66.
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Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
Tahun
No Indikator Satuan ;510 2020 2021 2022 2023
1  Persentase IKM yang berkembang % 7 2 8 10 0
modal usaha dan tenaga kerja
2  Persentase Izin Pelaku IKM yang % = = 15 20 4,76
telah memiliki PIRT (Pangan
Industri Rumah Tangga)
3  Persentase IKM yang terdaftar % - - 0,02 0,02 4,76

pada Sistem Informasi nasional
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2023 tidak dilakukan pendataan
terhadap, serta penurunan persentase izin pelaku IKM yang telah memiliki PIRT
yang sebabkan karena sosialisasi terkait aplikasi pendaftaran PIRT yang tidak
pernah dilakukan karena tidak anggaran karena pendaftarannya melalui OSS
sehingga yang terdaftar di PIRT tidak terpantau melalui pengawasan, dan
kurangnya tenaga yang menangani aplikasi OSS. Sementara itu, Aplikasi Sistem
Informasi Industri Nasional mulai aktif dan digunakan pada tahun 2021 sehingga
data IKM yang terdaftar pada sistem tersebut hanya data pada tahun itu saja dan
pelaku IKM belum mengetahui dan mengerti manfaat dari Sistem Informasi
Nasional tersebut sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang SIINAS dalam
menjalankan kegiatan ini.

2.1.3.4. Fokus Layanan Pendukung
2.1.3.4.1.Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup fasilitasi, monitoring
dan evaluasi bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang
perekonomian dan pembangunan tahun 2023 secara rata-rata menunjukkan
peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
2.67.

Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
NO Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase urusan bidang % 64 90 88 100 100

pemerintahan yang difasilitasi,
dimonitoring dan dievaluasi

2  Persentase urusan bidang % 98 100 91 97 99,27
kesejahteraan rakyat yang difasilitasi,
dimonitoring dan dievaluasi

3  Persentase urusan bidang % 97 99 97 100 99,98
perekonomian dan pembangunan
yang difasilitasi, dimonitoring dan
dievaluasi

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Capaian kinerja pada bidang pemerintahan konsisten pada angka 100
persen dalam dua tahun terakhir, sementara capaian kinerja bidang kesejahteraan
rakyat meningkat dari 97 persen menjadi 99,27 persen namun belum mencapai
target yang ditetapkan sebesar 100 persen, serta capaian kinerja bidang

perekonomian dan pembangunan menurun dari 100 persen menjadi 99,98 persen.
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2.1.3.4.2. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2017-
2020 menunjukkan konsistensi sinergitas antara program kerja pemerintah daerah
dengan DPRD yang dibuktikan dengan terlaksananya tiga program kerja DPRD
yaitu peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, pengembangan
regulasi daerah dan peningkatan kehumasan DPRD. Capaian kinerja Sekretariat

DPRD dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
NO Bidang dan Indikator Satuan LAl
2019 2020 2021 2022 2023
1  Persentase Program Kerja DPRD % 100 100 100 100 100

yang Terintegrasi dengan Program
RPJM dan RKPD

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100 persen atau dengan kata lain
bahwa seluruh program kerja DPRD terintegrasi kedalam RPJM dan RKPD yang
disebabkan oleh struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi perangkat daerah, serta tingginya komitmen dan Kerjasama antar staf.

2.1.3.5. Fokus Layanan Penunjang
2.1.3.5.1. Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang,
baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun subtansi. Maka berkaitan
dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (bottom up planning)
adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif dan
subtansial. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai hasil perencanaan
dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah
kabupaten karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas
kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam konteks ini, proses perencanaan sistem
pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses
politik yang tidak demokratis. Maka komitmen dan niat baik dari seluruh
stekholders perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.

Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu
melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi
pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi
dan akuntabilitas, keterwakilan seturuh segmen masyarakat, rasa memiliki
dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada
semua tahapan, jika diterapkan dalam perencanaan pembangunan akan
mengintegrasikan keinginan dari Pemerintah Daerah dengan perangkat di
bawahnya serta Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya. Pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
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pengawasan. Capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2019-2023

Tah
No Indikator Satuan anun
2019 2020 2021 2022 2023
1 | Persentase Konsistensi % 80,35 75,72 89,47 96,49 100

Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD

2  Persentase kesesuaian Program % 100 100 100 100 100
Perangkat Daerah dengan
sasaran Pembangunan Daerah
Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan Tabel 2.69, dapat dijelaskan bahwa dari 287 (dua ratus
delapan puluh tujuh) program perencanaan Pembangunan yang akan
dilaksanakan tahun 2023 berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan
jumlah program yang termuat dalam RKPD yakni terdapat 287 (dua ratus delapan
puluh tujuh) program. Untuk kesesuaian program perangkat daerah dengan
sasaran pembangunan daerah, dari 72 (tujuh puluh dua) Program Prioritas
Perangkat Daerah Tahun 2023, seluruhnya telah selaras dengan 17 (tujuh belas)
Indikator Sasaran prioritas pembangunan daerah.
2.1.3.5.2. Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan-RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah
meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun
secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari
seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten
menjaga dan mentaati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan.
Capaian kinerja bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-
2023, dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
. Tahun
e LTS Satuan 5019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase SILPA terhadap % 10,88 7,80 7,65 4,07 3,68
APBD
Assets Management ada ada ada ada Ada
Persentase Pertumbuhan % 79,34 78,36 45,82 83,29 85,03

Kenaikan Pendapatan Daerah
Sumber Data: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
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Faktor penghambat pencapaian target kinerja bidang keuangan salah satunya
disebabkan karena persentase penerimaan pajak daerah yang sebelumnya 100

persen, turun menjadi 67,16 persen dari tahun sebelumnya.

2.1.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
menunjukkan bahwa pada tahun 2023 persentase pemenuhan ASN di lingkungan
pemerintah daerah sebesar 82,16 persen, persentase pegawai berkinerja baik
sebesar 99,78 persen dan cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/
manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis sebesar 74,16 persen. Capaian
kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu lima
tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023
No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1  Persentase pemenuhan ASN di % 90,60 87,12 60 23,35 82,16
lingkungan pemerintah daerah
2  Persentase Pegawai Berkinerja % 99,65 99,70 96,61 96,67 99,78
Baik
3  Cakupan ASN yang lulus diklat % 45,56 18,96 46,04 150,70 74,16
kepemimpinan/ manajerial,
diklat fungsional dan diklat
teknis
Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Persentase pemenuhan ASN tahun 2023 tidak mencapai target sebesar
90,40 persen dikarenakan dari 318 usulan formasi PPPK ditetapkan 314 formasi
dan terealisasi sebanyak 258, diantaranya guru sebanyak 153, tenaga teknis
terealisasi sebanyak 35 dan tenaga kesehatan terealisasi sebanyak 70. Dari 314
formasi tersebut ada formasi yang kurang pendaftarnya dan ada formasi yg tidak
ada pendaftarnya. Pada tahun 2023, sebanyak 9 orang pegawai mendapatkan
pembinaan disiplin sehingga berdampak pada pencapaian target persentase
pegawai berkinerja baik. Untuk cakupan ASN yang lulus diklat tidak mencapai
target tahun. 2023 sebesar 81 persen yang disebabkan oleh kurangnya usulan dari
OPD untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional dan biaya kontribusi
pelatihan tiap lembaga penyelenggara pelatihan tidak sama sehingga tidak sesuai

dengan indeks yang ada pada DPA.

2.1.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada capaian kinerja
bidang penelitian dan pengembangan melalui hasil riset dan pengembangan inovasi
daerah yang dituangkan kedalam perencanaan berdasarkan urusan dan perangkat
daerah masing-masing. Kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten
Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi dengan capaian 100 persen dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Capaian kinerja bidang Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023, dapat dilihat
pada Tabel 2.72.
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Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun 2019-2023

No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1  Persentase pemanfaatan hasil % 100 100 100 100 100
kelitbangan dan penerapan inovasi
daerah

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Capaian di atas merupakan perwujudan dari komitmen dan sinergitas
seluruh stakeholders dalam mengimplementasikan hasil kelitbangan berdasarkan
kewenangan masing-masing untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten
Kepulauan Selayar. Hasil kelitbangan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dan
Indeks Kesalehan Sosial digunakan oleh perangkat daerah terkait khususnya
untuk mengukur IKU Kepala Daerah, sedangkan inovasi daerah yang dihasilkan
pada tahun 2023 juga diterapkan oleh perangkat daerah terkait. Setiap tahun
terdapat 2 hasil penelitian dan pengambanganyang dimasukkan dalam
penyusunan Dokumen Rancangan Awal Perencanaan Pembangunan Daerah
(RKPD).

2.1.3.5.5. Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk mendukung pencapaian revolusi industri 4.0, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat pada
aspek pelayanan publik. Sejak tahun 2021, dengan keberadaan Mall Pelayanan
Publik (MPP) masyarakat Selayar sudah dapat mengakses sepuluh layanan pada
satu tempat dengan waktu yang singkat dan akan terus ditingkatkan pada tahun
berikutnya. Pada aspek keuangan daerah, di era keterbukaan informasi saat ini,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerapkan aplikasi berbasis
online dari Kementerian Dalam Negeri yang dikelnal dengan nama Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, seluruh stakeholder dapat mengakses
informasi perencanaan dan keuangan daerah. Capaian kinerja transparansi dan
partisipasi publik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023, dapat dilihat
pada Tabel 2.73.

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2019-2023

No Indikator Satuan e
2019 2020 2021 2022 2023
1  Informasi tentang sumber daya Ada / Ada Ada Ada Ada Ada
yang tersedia untuk pelayanan Tidak
ada
2  Akses publik terhadap informasi Ada / Ada Ada Ada Ada Ada
keuangan daerah Tidak
ada

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dapat diakses
melalui portal kepulauanselayarkab.go.id. akses publik terhadap informasi
keuangan daerah melalui dokumen Perda APBD, Nota Keuangan, LRA seluruh
OPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, Opini atas LKPD dan Dokumen
RKA/DPA kabupaten yang telah dipublikasi.
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2.1.3.6. Fokus Layanan Pengawasan
2.1.3.6.1.Pengawasan

Capaian kinerja bidang pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik
karena dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar
memperoleh 5 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan
laporan keuangan daerah. Capaian WTP dari tahun 2018 sampai dengan tahun
2022 tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana tingkat maturitas Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mencapai level 3 (terdfenisi) dengan
nilai 3,002 pada tahun 2023. Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) juga menunjukkan peningkatan dari level 2 dengan nilai 2,110 pada tahun
2022 menjadi 2,810 pada tahun 2023. Capaian kinerja bidang Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1  Maturitas Sistem Pengendalian Level 3 3 3,007 3,002 3,002
Intern Pemerintah (SPIP)
2  Peningkatan Kapabilitas Aparat Level 2+ 2+ 3 2+ 2+
Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP)
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, peningkatan kinerja tersebut harus menunjang
penugasan yang ada, dimana tugas dan tanggung jawab APIP menjadi semakin
berat karena selain sebagai auditor, juga dituntut untuk mengemban tugas dan
tanggung jawab sebagai reviuer, evaluator, pemantauan serta melaksanakan
kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa faktor penghambat pencapaian target di
atas adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum didasari
dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), belum mengidentifikasi
dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan
risiko tertinggi, belum memadainya upaya Pengembangan SDM dalam

keikutsertaan pada diklat/bimtek.

2.1.3.7. Fokus Layanan Kewilayahan
2.1.3.7.1. Kecamatan

Kinerja bidang kewilayahan difokuskan pada peningkatan pelayanan
pemerintah di wilayah kecamatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan yang dalam sistem perencanaan dikenal dengan istilah
pendekatan bottom-up. Selain itu, kinerja bidang kewilayahan juga mencakup
urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan desa yaitu
penurunan kasus kriminalitas, konflik sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan
serta dukungan program pemerintah desa terhadap program pemerintah. Capaian
kinerja bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023,
dapat dilihat pada Tabel 2.75.
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Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

2019-2023
No Indikator Satuan ok
2019 2020 2021 2022 2023
1  Peningkatan Pelayanan di Menit 29 29 29 25,71 19,09
Tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
2  Peningkatan Partisipasi % 88,70 91,60 94,40 97,73 99,00
Masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan
3  Penurunan kasus Kriminalitas % 1,50 1,00 0,50 0,43 0,39
di tingkat kecamatan
4  Persentase Konflik Sosial dan % 0,04 0,02 0,02 0 0,00
Keagamaan di tingkat
kecamatan
S5  program pemerintahan desa % 84,12 89,60 93,32 83,77 70,22
yang mendukung program
pemerintah

Sumber Data: Seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.3.8. Fokus Layanan Pemerintahan Umum
2.1.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pembinaan karakter
masyarakat, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan,
perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta
pembinaan kewaspadaan terhadap terorisme/ radikalisme dan konflik sosial.
Capaian kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2019-2023

q Tahun

e indikator Satuan  ,019 2020 2021 2022 2023

1  Cakupan Pelaksanaan % 0,057 0,02 0,017 0,016 0,020
Pembinaan Karakter

2  Persentase Partai Politik yang % 100 100 100 100 100
Mengikuti Pendidikan Politik

3  Persentase Organisasi % 40,8 38 38 100 100
Kemasyarakatan yang Dibina

4  Persentase Kebijakan Bidang % 0 0 100 100 100

Ketanahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya yang Dirumuskan
S  Persentase Wilayah yang dibina % 54 54 54 100 100
kewaspadaannya terhadap
bahaya terorisme/ radikalisme
dan konflik sosial
Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa faktor
pendorong pencapaian cakupan pelaksanaan pembinaan karakter adalah karena
realisasi kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, tes urine secara acak (random)
pada kelompok sasaran serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan
pencegahan bahaya peredaran atau penggunaan narkoba kepada generasi muda,
tokoh masyarakat, PKK Kabupaten, PKK kecamatan, desa dan kelurahan
terfasilitasinya penguatan ideologi pancasila kepada siswa/siswi SMA/SMK/MAN/

Negeri dan Swasta.
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai
pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap
terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya
saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinfestasi dan sumber daya manusia. Namun karena
keterbatasan data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus
kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi
2.1.4.1.1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan
kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga
mempunyai pendapatan yang besar pula. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga tahun terakhir selalu
mengalami penurunan. Data pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapitra
Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.77.

Tabel 2. 80 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2019-2023

Sat Tahun
Indikator atiam 5019 2020 2021 2022 2023
Pengeluaran Konsumsi Ribu Rp. 1.003.365 982.570 967.487 996,286 1.054.071

Rumah Tangga Per Kapita
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Melihat data di atas, pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga
Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1.003.365 rupiah, pada tahun 2020 turun
menjadi sebesar 982.570 rupiah, dan kembali mengalami penurunan pada tahun
2021 yaitu sebesar 967.487 rupiah. Hal tersebut merupakan salah satu dampak
dari masih merebaknya COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021. Namun pada
tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang didorong oleh danya
peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, sehingga mendorong
pendapatan yang lebih tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga

memungkinkan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4.1.2.Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan
tingkat kesejahteraan petani, NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang
diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Sedangkan Nilai
Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari
perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh
nelayan. Selain nilai tukar nelayan, digunakan pula Nilai Tukar Pembudiaya untuk
mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Untuk hasil penghitungan,
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menyajikan data NTP
dan NTN Kabupaten, sehingga digunakan data NTP dan NTN Gabungan Provinsi
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Sulawesi Selatan, dimana NTP pada tahun 2020 sebesar 97,86, pada tahun 2021
terjadi kenaikan menjadi 100,37 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 101,12
serta tahun 2023 meningkat menjadi 114,25, sedangkan untuk NTN dan Nilai tukar
pembudidaya hanya tersedia data dari tahun 2022 yakni sebesar 109,29 dan
109,98. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2. 81 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019-2023

Tahun

Lo Satuan ;519 2020 2021 2022 2023
Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 104,42 97,86 100,37 101,12 114,25
Gabungan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Poin = = = 109,29 111,49
Gabungan
Nilai Tukar Pembudidaya Poin - - - 109,98 111,35
Gabungan

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.4.1.3.Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingginya persentase Desa berstatus swasembada menandakan bahwa
semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai
dengan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Namun sejak tahun 2019, status
desa swasembada diganti menjadi desa maju untuk Indeks Desa Membangun
(IDM). Persentase desa berstatus swasembada/ desa maju di Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun 2020 sebesar 3,75 persen, meningkat pada tahun 2021 menjadi 10
persen dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 27,16 persen, begitupun
dengan tahun 2023 yang meningkat menjadi 38,27 persen. Selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2. 82 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Satua Tahun
Indikator n 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Desa Berstatus % 0 3,75 10 27,16 38,27

Swasembada Terhadap Total Desa
Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
2.1.4.1.4.Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan (Dependency ratio) adalah angka yang menunjukan
persentase jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif yang harus
ditanggung oleh penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan
sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu
daerah apakah tergolong daerah maju, sedang berkembang atau daerah yang
tertinggal. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang
penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio

ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun berfluktuasi,
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sebagaimana data pada tahun 2018 sebesar 0,56 dan pada turun pada tahun 2021
menjadi sebesar 0,47 namun angka tersebut meningkat apabila dibandingkan
dengan tahun 2019 sebesar 0,36 dan tahun 2020 sebesar 0,46 serta kembali
mengalami penurunan menjadi sebesar 0,45 pada tahun 2022. Selengkapnya
disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2. 83 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

) Tahun
No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah Penduduk Usia <15 34.138 32.356 32.356 31.600 32.126
tahun
2 Jumlah Penduduk usia 15-64 93.402 93.749 93.749 95.709 97.824
Tahun
3 Jumlah Penduduk Usia >64 11.930 10.966 11.869 11.836 12.150
tahun
4 Rasio Ketergantungan 0,36 0,46 0,47 0,45 0,45

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.2. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada akhir periode RPJMD dimaksud,
maka ditetapkan program pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk
dilaksanakan selama lima tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Selayar
Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Penjelasan terkait capaian masing-
masing indikator kinerja telah diuraikan pada Sub. Bab 2.1. Berikut disajikan matriks
pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 (Tabel 2.81) dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022, dapat
dilihat pada Tabel 2.82..

Tabel 2. 84 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar

tahun 2023
. Realisasi Tahun 2023
No. HULETY) Indikator Satuan Tahun . Interl?re
Sasaran 2022 Target Capaian tasi
Tui Mequudkan Indeks Reformasi Angka / 55,65 64,00 Belum
'ujuan 1 | Reformasi . . 53,30 .
. - Birokrasi Huruf (CC) (CC) Tercapai
Birokrasi Daerah
Meningkatnya Indeks Kepuasan Angka 75,13 72,50 78,00 | Melampaui
kepercayaan Masyarakat
masyarakat o . Angka / 60,49 65,00 61,02 Belum
Sasaran 1 | terhadap Nilai Sakip Daerah Huruf B) (B) (B) Tercapai
pelayanan 71,1964 72,015 65,027
gldeks Penfg)elolzin Qntgka / (Perlu (Perlu (Perlu TBelum.
euangan Laer ategon Perbaikan) Perbaikan) Perbaikan) ercapat
Meningkatkan
Tujuan 2 | KePerdayaan Rasio Gini Angka 0,350 0,329 0,345 ST
masyarakat Tercapai
perdesaan
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. Realisasi Tahun 2023
No. ’;ujuan/ Indikator Satuan Tahun . In:er?re
asaran 2022 Target Capaian asi
Meningkatnya
Sasaran 2 kapasitas dan Indeks Desa Angka 0,6670 0,6650 0,6953 Melampaui
fasilitas Membangun (Berkembang)|(Berkembang) | (Berkembang)
perdesaan
Meningkatnya Tingkat
Kapasitas SDM Pengangguran % 1,49 2,16 1,98 Melampaui
Sasaran 3 | dan Fasilitas Terbuka
gerekonomlan T1ng1'<at' % 12,24 11,01 12,27 Belum .
edesaan Kemiskinan Tercapai
Meningkatkan
Fasilitas Indeks
Tujuan 3 | Pembangunan Pembangunan Angka 68,35 68,6 69,2 Melampaui
Sumber Daya Manusia
Manusia
ffemngkamy a Indeks Pendidikan | Angka 62,16 64,19 63,08 Belum
emenuhan Tercapai
Sasaran 4 Kebutuhan Dasar
M ak Indeks Kesehatan Angka 75,09 68,81 81,95 Melampaui
asyarakat
Maningkatnya Pengeluaran
Sasaran 5 | Daya Beli Perkapita yang Rp 9.446.000 9.450.000 | 9.830.000 | Melampaui
Masyarakat Disetarakan
Mengoptimalkan Pertumb},lhan % 3,67 5,15 597 3,68 Belum .
. pemanfaatan Ekonomi Daerah Tercapai
Ll = potensi . .
kemaritiman PDRB / Kapita Rp. Juta 53,76 53,50 56,57 Melampaui
Meningkatnya Presentase
Sasaran 6 Usaha Perikanan gor.ltribusi Sektor % 27,09 27.00 27,00 Melampaui
erikanan terhadap
PDRB
Meningkatnya Persentase
Usaha Pariwisata | Kontribusi PAD Belum
Sasaran 7 Sektor Pariwisata % 5,16 5,59 3,39 Tercapai
terhadap PAD p
Kabupaten
Meningkatnya Presentase
Usaha Industri, Kontribusi Sektor
Transportasi, dan | Industri Belum
Sasaran 8 | Perdagangan Pengelolaan, % 15,23 14,00 13,25 T .
. ercapai
transportasi dan
perdagangan
terhadap PDRB
Meningkatkan Indeks
Tujuan S | aktualisasi nilai Pembangunan Angka 79 44,00 79 Melampaui
budaya Kebudayaan
Meningkatnya
upaya pelestarian
nilai-nilai budaya
Sasaran 9 | qan kearifan lokal | Indels Ketahanan | - ypgpey | 0,7384 0,7000 0,7592 | Melampaui
engan Sosial
mengaktualisasika
n pada kehidupan
sosial
Meningkatkan
Tujuan 6 EapaS‘taS loglelss Lseallzbmn | e 77,55 65,15 76,87 | Melampaui
elembagaan Sosial
keagamaan
Meningkatnya
Saslagan L‘gﬁ?gﬂ;;n sosial Angka Kriminalitas Kasus 309 115 367 lefch;;i
kemasyarakatan
Meningkatkan Indeks Kualitas 64,80
Tujuan 7 | pelestarian Lingkungan Hidup A;Ilgl;if/ 64,99 (Cukup (Siilﬁr? ) Tlgfégn;i
lingkungan hidup | Daerah u Baik) g P
Menurunnya Indeks Kualitas Air | Angka 55,56 54,00 51,18 Belum.
tingkat perusakan Tercapai
Saslalr an ggﬁk;rrﬁae;?ri‘;p {?;:f Kualitas Angka 88,73 85,49 90,71 | Melampaui
serta Indeks Kualitas Belum
meningkatnya Tutupan Lahan Angka 37,29 45,06 37,76 Tercapai
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. Realisasi Tahun 2023
No. ’;:‘2;::!{ Indikator Satuan Tahun T . In:er?re
2022 arget Capaian asi
mitigasi
lingkungan
Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024
Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2023
. Capaian Tahun 2023 .
No Indikator Satuan 2022 Target Capaian Interpretasi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum,
Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 1 Pertumbuhan Ekonomi % 3,67 5,15-5,97 3,68 Belum
Tercapai
1 9 Laju Inflasi % 2,16 1,82 2,78 Belum
Tercapai
1 3 | PDRB per kapita (ADHB) | Rp./Juta 53,76 53,50 56,57 Melampaui
1 4 Gini Ratio % 0,350 0,329 0,345 Belum
Tercapai
Persentase penduduk % 12,24 11,01 12,27 Belum
1 5 . - S .
diatas garis kemiskinan Tercapai
1 6 Indeks Pembangunan Point 68,35 68,6 69,20 Melampaui
Manusia (IPM)
1 7 Angka Melek Huruf % 91,62 93,97 93,06 Belum
(AMH) Tercapai
1 8 Angka Rata-Rata Lama Tahun 8,08 10,50 8,35 Belum
Sekolah Tercapai
1 9 Usia Harapan Hidup Tahun 68,81 69,23 69,04 Belum
Tercapai
Persentase Balita % 20,58 18,83 18,00 Melampaui
1 10 .
Stunting
Tingkat Partisipasi % 69,92 69,08 69,93 Melampaui
1 11 .
Angkatan Kerja
Tingkat Pengangguran % 1,49 2,16 2,81 Belum
1 12 .
Terbuka Tercapai
1 13 Rasio penduduk yang % 52,20 98,50 99,77 Melampaui
bekerja
Persentase PAD % 5,39 0,07 9,01 Melampaui
1 14
terhadap pendapatan
1 15 | Opini BPK Opini WTP WTP
1 16 Pencapaian skor Pola % 76,9 79,90 81,4 Melampaui
Pangan Harapan (PPH)
Produktivitas pertanian Ton/Ha 7,76 8,48 6,96 Belum
1 17 .
per hektar per tahun Tercapai
Jumlah Total Produksi Ton 21.752,06 22.117 25.431,34 Melampaui
1 18 Perikanan (Tangkap dan
Budidaya) dari seluruh
kabupaten /kota
Kontribusi Sektor % 16,23 17,16 16,99 Belum
1 19 | Pertanian / Perkebunan Tercapai
terhadap PDRB
Kontribusi Sektor % 2,64 3,28 2,5 Belum
1 20 | Pertanian (Palawija) Tercapai
Terhadap PDRB
Kontribusi sektor % 0,95 1,04 0,94 Belum
1 21 | hortikultura terhadap Tercapai
PDRB
Kontribusi sektor % 11,53 11,54 12,18 Melampaui
1 22 | perkebunan terhadap
PDRB
Kontribusi sektor % 1,11 1,18 1,09 Belum
1 23 | peternakan terhadap Tercapai
PDRB
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No

Indikator

Satuan

Capaian
2022

Tahun 2023

Target

Capaian

Interpretasi

24

Kontirbusi Sektor
Kelautan dan Perikanan
Terhadap PDRB

%

27,09

24,73

27,09

Melampaui

25

Kontribusi sektor
Perdagangan terhadap
PDRB

%

8,02

7,85

8,08

Melampaui

26

Kontribusi sektor
Industri terhadap PDRB

%

2,78

2,85

2,82

Belum
Tercapai

27

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB

Rp. 000

17.310.000

14.645.819

18.740.000

Melampaui

ASPEK PELAYANAN UMUM

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

Persentase Warga
Negara Usia 7-15 Tahun
yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)

%

65,50

100

90,02

Belum
Tercapai

Persentase Warga
Negara Usia 7 — 18
Tahun yang belum
menyelesaikan
pendidikan dasar dan
atau menengah yang
perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan

%

78,74

100

110,97

Melampaui

Persentase Warga
Negara Usia 5-6 Tahun
yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD

%

88,46

100

94,44

Belum
Tercapai

Cakupan Persentase
Muatan Lokal dalam
Kurikulum PAUD dan
Pendidikan Dasar

%

100

100

100

Tercapai

Persentase Satuan
Pendidikan Memiliki
Guru dan Tenaga
Kependidikan Sesuai
Kebutuhan Berdasarkan
Rombel dan Standar
Kurikulum

%

100

100

100

Tercapai

Persentase Jumlah
lembaga/satuan
pendidikan terdaftar
yang diselenggarakan
oleh masyarakat

%

100

100

Tercapai

Persentase
Pengembangan dan
Perlindungan Bahasa
dan sastra Daerah

%

100

100

100

Tercapai

KESEHATAN

Persentase Ibu Hamil
yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

76,3

100

78,34

Belum
Tercapai

Persentase Ibu Bersalin
yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

76,4

100

75,88

Belum
Tercapai

Persentase Bayi Baru
Lahir yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

80,04

100

79,41

Belum
Tercapai
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No

Indikator

Satuan

Capaian
2022

Tahun 2023

Target

Capaian

Interpretasi

Persentase Balita yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

54,8

100

64,37

Belum
Tercapai

Persentase Warga
Negara usia pendidikan
dasar yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

68,97

100

85,90

Belum
Tercapai

Persentase Warga
Negara usia produktif
yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

100

100

100

Tercapai

Persentase warga negara
usia lanjut yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

50,9

100

100

Tercapai

Persentase Warga
Negara penderita
hipertensi yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

100

100

100

Tercapai

Persentase Warga
Negara penderita
diabetes mellitus yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

100

100

100

Tercapai

10

Persentase Warga
Negara dengan
gangguan jiwa berat
yang terlayani kesehatan

%

100

100

100

Tercapai

11

Persentase Warga
Negara terduga
tuberculosis yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%

100

100

60,65

Belum
Tercapai

12

Persentase Warga
Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)
yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

85,56

100

70,85

Belum
Tercapai

13

Persentase Ibu Hamil
yang mendapatkan
layanan kesehatan

%

76,3

100

100

Tercapai

14

Rasio tenaga kesehatan
per satuan penduduk

Angka

31/1000
Penduduk

36/1000
Pendudu
k

36/1000
Penduduk

Tercapai

15

Persentase Obat dan
Makanan yang
memenuhi syarat

%

100

100

100

Tercapai

16

Persentase penurunan
masalah kesehatan
masyarakat

%

37,41

30,00

30,19

Melampaui

17

Nilai Akreditasi Rumah
Sakit

Nilai

Utama

Utama

Utama

Tercapai

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

Persentase luas kawasan
permukiman rawan
banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur
pengendalian banjir di

%

78,72
